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ABSTRAK 
  
PENERAPAN KONSEP KEADILAN TERHADAP 
PELAKSANAAN SISTEM BAGI HASIL 
TABUNGAN MUDHARABAH 
(STUDI PADA PT BANK MUAMALAT INDONESIA TBK CABANG MAKASSAR) 
 
 
Zakiah Pratiwi 
Alimuddin  
 Achyar Ibrahim 
 
 
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa mengenai tingkat keadilan 
terhadap penerapan sistem bagi hasil tabungan mudharabah, serta 
bagaimana cara penentuan besarnya nilai bagi hasil (nisbah) untuk 
produk tabungan mudharabah pada PT Bank Muamalat Indonesia Tbk 
Cabang Makassar. Metode penelitian ini menggunakan metode kualitatif 
dengan cara pengumpulan data yang dilakukan dengan 
observasi/pengamatan, wawancara dan dokumentasi. Data yang 
dikumpulkan meliputi data mengenai cara perhitungan nilai HI-1000, tabel 
pembagian nisbah produk tabungan serta lembar akad mudharabah. 
Berdasarkan pada hasil penelitian bahwa sistem bagi hasil (nisbah) pada 
tabungan mudharabah PT Bank Muamalat Indonesia Tbk Cabang 
Makassar telah mencakup nilai keadilan serta memenuhi nilai transparansi 
dalam transaksinya dimana sistem bagi hasilnya dilakukan berdasarkan 
revenue sharing (pembagian berdasarkan total pendapatan), dengan 
menghitung nisbah yaitu HI-1000. Namun saja perlu dilakukan beberapa 
hal seperti pemberian informasi yang lengkap dan akurat terhadap sistem 
bagi hasil kepada nasabah, dan layanan publiknya seperti atm dan debit 
diperbanyak untuk mempermudah transaksi. 
 
Kata kunci: bagi hasil, tabungan mudharabah, keadilan. 
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ABSTRACT 
  
Application of Justice Concept to the Implementation of 
Mudharabah Saving Sharing Systems 
(Study of PT Bank Muamalat Indonesia Tbk. Makassar Branch) 
 
 
Zakiah Pratiwi 
Alimuddin 
Achyar Ibrahim 
 
 
This research aims to analyze the degree of fairness of the application of 
the results of saving deposit system, and how to determine the value of 
the results (ratio) for saving deposit products at PT Bank Muamalat 
Indonesia Tbk Branch Makassar. Methods this research used qualitative 
methods by collecting data through observation/observation, interview and 
documentation. The data collected includes data on how to calculate the 
value of the HI -1000, table sharing ratio as well as savings products 
mudharabah sheet. Based on the research results that the sharing system 
(ratio) on saving deposit PT Bank Muamalat Indonesia Tbk Makassar 
Branch has included the value of fairness and transparency in their 
transactions meet the value where the result is done by the system for 
revenue sharing (distribution by total revenue), by calculating the ratio is 
HI -1000. But just need to do some things like the provision of complete 
and accurate information to the system for the results to it is customers, 
and public services such as atm and discharge propagated to facilitate the 
transaction . 
 
Keywords:  sharing system, mudharabah saving, justice. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
1.1. Latar Belakang 
Menabung merupakan salah satu tindakan yang dianjurkan dalam agama 
Islam, karena dengan menabung berarti seorang muslim mempersiapkan diri 
untuk pelaksanaan masa yang akan datang sekaligus untuk menghadapi hal-hal 
yang tidak diinginkan. Dalam Al-Qur’an terdapat ayat-ayat yang secara tidak 
langsung telah memerintahkan kaum muslimin untuk mempersiapkan hari esok 
secara lebih baik. (Antonio, 1999a:205). 
Ada beberapa surah dalam Al-Qur’an yang menyuruh ummat muslim untuk 
senantiasa menabung, salah satunya dalam Surah Al-Baqarah:266, yang artinya: 
”Apakah ada salah seorang di antaramu yang ingin mempunyai kebun kurma 
dan anggur yang mengalir di bawahnya sungai-sungai; dia mempunyai 
dalam kebun itu segala macam buah-buahan, kemudian datanglah masa tua 
pada orang itu sedang dia mempunyai keturunan yang masih kecil-kecil 
(lemah)”. 
 
Ayat di atas memerintahkan kita untuk bersiap-siap dan mengantisipasi masa 
depan keturunan, baik secara rohani (iman/taqwa) maupun secara ekonomi yang 
harus dipikirkan perencanaannya, salah satunya yaitu dengan menabung. 
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, 
yang dimaksud dengan tabungan adalah simpanan yang penarikannya hanya 
dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik 
dengan cek, bilyet giro, dan atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu. 
Dengan menabung berarti masyarakat menyimpan uangnya di bank dengan 
harapan adanya hubungan timbal balik (balas jasa) atas simpanan tersebut. 
Kegiatan menabung itu sendiri bisa dilakukan dengan berbagai cara, 
misalnya dengan menggunakan celengan, brankas, atau tempat penyimpanan 
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uang lainnya yang bisa disimpan di rumah, selain itu kita juga bisa menabung di 
lembaga keuangan terpercaya, seperti di bank. Bank-bank yang biasa kita kenal 
adalah bank konvensional yang menghimpun dana dari masyarakat dalam 
bentuk simpanan dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat, dengan misi 
meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Namun pada kenyataannya yang kita 
lihat sekarang adalah bank konvensional belum mampu untuk mewujudkannya. 
Hal ini terjadi karena distribusi value added dalam bentuk alokasi pendapatan 
bagi pengelola usaha yang merupakan pendapatan bagi pemilik modal belum 
adil dan merata, dimana pada bank konvensional menggunakan prinsip self 
intereset (kepentingan pribadi) sebagai dasar perumusan konsepnya, dan ini 
pulalah yang menjadi salah satu pertimbangan yang menyebabkan ummat 
muslim mencari sumber pendanaan yang pembayaran balas jasanya yang tidak 
didasarkan pada perhitungan tingkat suku bunga. 
Melihat kebutuhan ummat muslim terhadap sistem pendanaan non-bunga  
tersebut. Dewasa ini kita tidak hanya mengenal bank konvensional namun 
berkembang pula bank syariah, kehadiran bank syariah di tengah-tengah 
perbankan konvensional yang marak saat ini adalah untuk menawarkan sistem 
perbankan alternatif bagi ummat muslim yang membutuhkan atau ingin 
memperoleh layanan jasa perbankan tanpa harus melanggar aturan ajaran 
agama Islam. (Arifin, 2002:3). 
Bank syariah merupakan bank yang beroperasi dengan prinsip dasar tanpa 
bunga. Berdasarkan analisanya dapat ditunjukkan bahwa keputusan untuk 
mengembangkan perbankan syariah, tidak lain adalah agar dapat 
menghapuskan kontroversi tentang status hukum bunga bank. Disisi lain ada 
alasan yang lebih memantapkan pembentukan bank Islam, yaitu untuk 
menampung aspirasi dan “sikap menolak riba” sebagai keyakinan ummat muslim 
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pada umumnya. Karena itu perbankan syariah dapat ditempatkan sebagai 
alternatif pelayanan perbankan di samping perbankan konvensional. Pemerintah 
selanjutnya memberi peluang pilihan pada masyarakat untuk dengan bebas 
menentukan pilihan sistem layanan perbankan yang dikehendaki. (Kara, 
2005:26-27). 
Dewan Syariah Nasional mengatur tabungan syariah dalam Fatwa Nomor 
02/DSN-MUI/IV/2000 bahwa produk tabungan yang dibenarkan berdasarkan 
syariah adalah tabungan yang berdasarkan prinsip Wadiah dan Mudharabah. 
Tabungan wadiah merupakan tabungan yang dijalankan berdasarkan akad 
wadiah, yakni titipan murni yang harus dijaga dan dikembalikan setiap saat 
sesuai dengan kehendak pemiliknya, dan menggunakan akad wadiah yad adh-
dhamanah, sedangkan tabungan mudhrabah adalah tabungan yang dijalankan 
berdasarkan akad mudhrabah, dimana mudharabah itu sendiri terdiri dari dua 
bentuk yakni, mudharabah mutlaqah dan mudharabah muqayaddah, dimana 
perbedaan utama dari keduanya terletak pada ada atau tidaknya persyaratan 
yang diberikan pemilik dana kepada bank dalam mengelola hartanya. (Karim, 
2008:297-299). 
Dalam operasional bank syariah, mudharabah merupakan salah satu 
bentuk akad pembiayaan yang akan diberikan kepada nasabahnya. Pengertian 
mudharabah sendiri dalam PSAK 105 tentang akuntansi mudharabah adalah 
kerjasama usaha antara dua pihak di mana pihak pertama yaitu pemilik dana 
(shahibul maal) menyediakan seluruh modal, sedangkan pihak kedua yaitu 
pengelola dana (mudhrib) bertindak selaku pengelola dan keuntungan usaha 
dibagi di antara mereka sesuai kesepakatan sedangkan kerugian finansial hanya 
ditanggung oleh pengelola dana.  
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Seperti yang dijelaskan di atas mudharabah melakukan pembagian hasil 
usaha, dimana hasil usaha tersebut dibagi oleh pengelola dengan pemilik dana. 
Pengertian bagi hasil menurut Muhammmad (1999) dalam Muslim (2010:37) 
adalah: pembagian keuntungan yang berdasarkan nisbah dalam perjanjian 
antara shahibul maal dengan mudharib. Nisbah (bagi hasil) ini mencerminkan 
imbalan yang berhak diterima oleh kedua belah pihak yaitu antara pengelola 
dengan pemilik dana yang bermudharabah. Mudharib mendapat imbalan atas 
kerjanya, sedangkan shahibul maal mendapat imbalan atas penyertaan 
modalnya.  
Perbuatan manusia menurut pendekatan syariah dapat berbentuk ibadah 
dan bisa berbentuk muamalah. Suatu perbuatan ibadah pada asalnya tidak boleh 
dilakukan kecuali ada dalil atau ketentuan yang terdapat dalam Al-Qur’an dan 
atau Al-Hadis, yang menyatakan bahwa perbuatan itu harus atau boleh 
dilakukan. Sedang dalam muamalah pada asalnya semua perbuatan boleh 
dilakukan kecuali ada ketentuan dalam Al-Qur’ an dan atau Al-Hadis yang 
melarangnya. (Arifin, 2005:85). 
Sejalan dengan penjelasan di atas, Islam mewajibkan para penguasa dan 
para pengusaha untuk berbuat adil, jujur, dan amanah demi terciptanya 
kebahagiaan manusia (falah) dan kehidupan yang baik (hayatan thayibbah) yang 
sangat menekankan aspek persaudaraan (ukhuwah), keadilan sosio-ekonomi, 
dan pemenuhan kebutuhan spiritual umat manusia. Nilai keadilan yang dimaksud 
adalah yang secara inheren melekat dalam diri fitrah manusia, yang artinya 
bahwa manusia, dengan fitrah kemanusiaanya, mempunyai kapasitas internal 
untuk berbuat adil dalam setiap aspek kehidupannya. 
Pada hakekatnya Manusiapun tidak diciptakan oleh Allah untuk disia-
siakan semua mempunyai manfaat dan kegunaan berdasarkan bakat masing-
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masing, dan manusia dijadikan oleh Allah sebagai wakilnya di bumi ini 
(Khalifatullah fil ArdhI). Allah berfirman dalam Surah Shad:26: 
“......seseungguhnya Kami menjadikan kamu khalifah (penguasa) di muka 
bumi, maka berilah keputusan (perkara) di antara manusia dengan adil dan 
janganlah kamu mengikuti hawa nafsu, karena ia akan menyesatkan kamu 
dari jalan Allah”.  
 
Dalam buku Baidhawy (2007: 110) Keadilan dibagi menjadi dua lingkup, 
yakni: pertama, keadilan kuantitatif yang berhubungan dengan segala hal yang 
dapat diukur secara inderawi seperti timbangan, takaran, ukuran, dan distribusi 
barang dan jasa; dan kedua, keadilan kualitatif sebagai pola yang dipergunakan 
untuk mendesain pembagian hak-hak dan kewajiban-kewajiban, hukum, undang-
undang, dan kepemilikan.  
Melihat dari penjelasan di atas, di Indonesia berdiri beberapa bank syariah, 
salah satunya PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk. Nasabah PT. Bank Muamalat 
Indonesia, Tbk sendiri berada hampir di seluruh wilayah Indonesia, sehingga 
untuk memenuhi keinginan nasabah tesebut Bank Muamalat menawarkan 
berbagai macam fasilitas perbankan, salah satunya adalah transaksi 
mudharabah.  
PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk. menerangkan mengenai pembagian 
hasil usahanya yaitu, sebagai berikut: perhitungan pembagian hasil usaha bank 
syariah berdasarkan; distribusi hasil usaha, dan perhitungan hasil usaha antara 
shahibul maal dengan mudharib, atas usaha yang diperoleh dengan akad 
mudharabah. Prinsip pembagian hasil usaha yang dilakukan oleh Bank 
Muamalat dengan menggunakan prinsip revenue sharing. 
PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk. memiliki produk-produk penghimpunan 
dana (funding) salah satunya yaitu tabungan syariah, dimana bagi hasil tabungan 
dilakukan dengan pembagian rata-rata di bawah 50% dari pendapatan untuk 
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pemilik dana (shaibul maal), dan sisanya dibagikan kepada bank dengan 
pengelola (mudharib). Melihat hal ini, dalam bisnis, pengelola (mudharib) dalam 
menjalankan kegiatan usahanya, dipastikan memperoleh penghasilan yang tidak 
tetap, dan mudharib sudah berkewajiban untuk membayar dana yang dikelola 
dengan persentase yang tinggi walaupun perusahaannya mungkin rugi. 
Meskipun perusahaan untung, bisa jadi dana yang harus dibayarkan melebihi 
keuntungannya. Beranjak dari pernyataan di atas, muncullah pemikiran yang 
segar untuk kita bahwa apakah dengan sistem pembagian tersebut sudah 
tercakup nilai-nilai keadilan berdasarkan syariat Islam. Sebagaimana dalam 
firman Allah SWT dalam Surah Al-Maidah ayat 8 berikut ini yang artinya: 
“Hai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu menjadi orang-orang yang 
selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. 
Dan, janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk 
berlaku tidak adil. Berlaku adillah kamu, karena adil itu lebih dekat kepada 
takwa. Dan bertakwalah kepada Allah; sesungguhnya Allah Maha 
Mengetahui apa yang kamu kerjakan”. 
  
Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis merasa perlu untuk 
mengangkat permasalahan ini menjadi obyek penelitian skripsi dengan judul: 
“Penerapan Konsep Keadilan Terhadap Pelaksanaan Sistem Bagi Hasil 
Tabungan Mudharabah (Studi Kasus Pada PT. Bank Muamalat Indonesia, 
Tbk. cabang Makassar)”. 
 
1.2 Rumusan Masalah 
Berdasarkan uraian latar belakang di atas, yang menjadi masalah pokoknya 
adalah apakah sistem bagi hasil usaha yang diterapkan PT. Bank Muamalat 
Indonesia, Tbk. Cabang Makassar telah memenuhi unsur-unsur keadilan 
berdasarkan syariat Islam?. Berangkat dari rumusan masalah pokok tersebut, 
maka pertanyaan penelitian adalah, sebagai berikut. 
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Pertama, Bagaimana cara penentuan bagi hasil tabungan mudharabah yang 
diterapkan PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk. Cabang Makassar ? 
Kedua, Bagimana pembagian nisbah (bagi hasil) antara shahibul maal, mudharib 
dan bank ? 
Ketiga, Apakah sistem bagi hasil yang dilakukan oleh PT. Bank Muamalat 
Indonesia, Tbk. Cabang Makassar telah adil bagi shahibul maal dan mudharib ? 
 
1.3 Tujuan Penelitian 
Tujuan utama dalam penelitian ini adalah untuk menemukan jawaban atas 
pertanyaan dari rumusan masalah yaitu apakah sistem nisbah (bagi hasil) yang 
diterapkan PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk. Cabang Makassar telah 
memenuhi unsur-unsur keadilan berdasarkan syariat Islam. Adapun tujuan 
penelitian yang diharapkan adalah sebagai berikut. 
Pertama, Untuk mengetahui cara penentuan bagi hasil tabungan mudharabah 
pada PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk. Cabang Makassar. 
Kedua, Untuk mengetahui bagaimana cara pembagian nisbah (bagi hasil) antara 
shahibul maal, mudharib, dan bank. 
Ketiga, Untuk mengetahui apakah dalam sistem bagi hasil tabungan 
mudharabah pada PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk. Cabang Makassar sudah 
mengandung unsur-unsur islam yaitu salah satunya adalah nilai keadilan. 
 
 
 
1.4 Kegunaan Penelitian 
Pertama, Peneliti 
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Melalui penelitian ini, peneliti diharapkan dapat memahami lebih mendalam 
mengenai konsep bagi hasil menurut Islam. Sehingga, dapat menemukan suatu 
konsep terkait bagi hasil dalam perspektif nilai keadilan Islam khususnya dalam 
bagi hasil tabungan mudharabah.  
Kedua, Pengembangan Ilmu 
Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap 
pengembangan ilmu pengetahuan khususnya dalam hal penerapan konsep bagi 
hasil dalam perspektif nilai keadilan Islam atas sistem bagi hasil tabungan 
mudharabah. Sehingga dapat menjadi salah satu referensi bagi pengembangan 
rangkaian penelitian yang terkait. 
Ketiga, Perusahaan 
Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan masukan dan 
pertimbangan bagi manajemen untuk menentukan kebijakan ataupun keputusan 
di masa yang akan datang serta dapat digunakan sebagai barometer untuk 
meningkatkan profitabilitas dan mampu untuk menerapkan syariat agama Islam 
sepenuhnya terutama dalam nilai keadilannya dalam bidang perbankan pada 
umumnya, dan tabungan pada khususnya. 
Keempat, Pemerintah 
Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan analisis bagi pemerintah 
sebagai regulator untuk menata dan mengembangkan konsep bagi hasil 
tabungan mudharabah yang berlandaskan nilai keadilan Islam, yang diyakini  
yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat pada umumnya. 
 
 
1.5 Sistematika Penulisan 
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Dalam penelitian ini, pembahasan dan penyajian hasil penelitian 
akandisusun dengan materi sebagai berikut.  
BAB I :  PENDAHULUAN 
Bab ini akan dikemukakan tentang latar belakang permasalahan, 
perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian serta sistematika 
penulisan.  
BAB II : LANDASAN TEORI  
Bab ini menjelaskan pengertian dan teori-teori yang mendasari dan 
berkaitan dengan pembahasan dalam skripsi ini, yang digunakan sebagai 
pedoman dalam menganalisa masalah. Teori-teori yang digunakan 
berasal dari literatur-literatur yang ada baik dari  perkuliahan maupun 
sumber yang lain.  
BAB III : METODOLOGI PENELITIAN  
Pada bab ini diuraikan perihal lokasi penelitian, jenis penelitian, sumber 
data, teknik pengumpulan data, dan metode analisa data yang akan 
dipakai.  
BAB IV : GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 
Bab ini berisikan Gambaran Umum Perusahaan yang berisi tentang 
sejarah singkat perusahaan,visi dan misi perusahaan,struktur organisasi 
dan  fasilitas serta layanan yang diberikan perusahaan. 
BAB V : ANALISA DAN PEMBAHASAN 
Bab ini merupakan hasil penelitian dan pembahasan. Bab ini berisi 
penjelasan tentang model analisis yang digunakan untuk menganalisis 
data yang telah dikumpulkan. 
 
BAB VI : PENUTUP  
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 Bab ini berisikan tentang kesimpulan dari penelitian,dan saran-saran 
untuk pihak perusahaan yang bersangkutan maupun pihak lain yang 
berkepentingan dengan penelitian ini. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BAB II 
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TINJAUAN PUSTAKA 
 
2.1 Penelitian Terdahulu 
Penelitian Ma’arif tahun 2009, yang berjudul “Analisis Perhitungan Sistem 
Bagi Hasil Pada Tabungan Mudharabah di BRI Syariah Cabang Malang”, hasil 
dari penelitian itu adalah sistem bagi hasil yang diterapkan BRI Syariah Cabang 
Malang pada tabungan mudharabah mengacu pada prinsip revenue sharing, 
artinya BRI Syariah memperoleh pendapatan dari pengelola modal (mudharib) 
dan BRI Syariah langsung mendistribusikannya kepada pemilik modal (shahibul 
maal) melalui bagi hasil yang telah disepakati bersama kemudian dipotong biaya-
biaya operasional. Sedangkan penelitian yang akan diteliti lebih cenderung 
menekankan pada perhitungan sistem bagi hasil tabungan mudharabah dengan 
melihat aspek penerapan konsep keadilan dalam pembagiannya dengan 
menggunakan metode kualitatif pendekatan deskriptif. 
Penelitian Jafar tahun 2012 yang  berjudul “Analisis Pendistribusian Laba 
dalam Akuntansi Syariah untuk Mencapai Prinsip Keadilan”, hasil penelitian ini 
adalah bahwa laba yang dihasilkan oleh sebuah perusahaan bukanlah hasil kerja 
sekelompok orang saja. Akan tetapi banyak pihak yang terlibat di dalamnya, di 
antaranya adalah pemilik dana, karyawan, dan lingkungan. Dengan adanya 
perspektif adil, maka laba tidak saja dinikmati oleh sekelompok kecil pemilik 
perusahaan, tetapi juga dapat dinikmati oleh seluruh shareholders. Nilai keadilan 
tidak hanya didapatkan pada materi saja.  Laba yang ditafsirkan sebagai nilai 
materi semata telah menghilangkan aspek keadilan di dalamnya. Penelitian yang 
akan diteliti adalah lebih melihat bagaimana peranan konsep keadilan dalam 
penerapan sistem bagi hasil Tabungan Mudharabah, dengan melihat apakah 
seluruh pihak yang terlibat di dalamnya, baik shahibul maal, mudharib, dan bank 
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telah mendapatkan bagi hasil yang adil berdasarkan usaha dan penyertaan 
modalnya. 
 
2.2 Kajian Teori 
2.2.1 Pengertian Bank Syariah 
Berdasarkan Undang-undang nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan 
Syariah bab 1 pasal 1, Bank Syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan 
usahanya berdasarkan Prinsip Syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank 
Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Syariah, yang dimaksud dengan Prinsip 
Syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan 
fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam 
penetapan fatwa di bidang syariah. Bank syariah atau biasa dikenal dengan 
Bank Islam mempunyai sistem operasi di mana bank ini tidak mengandalkan 
sistem bunga, seperti di bank-bank  konvensional. Bank Islam atau biasa disebut 
dengan bank tanpa bunga ini, biasa dikatakan sebagai lembaga keuangan atau 
perbankan yang operasional dan produknya dikembangkan berlandaskan pada 
Al-Qur‟an dan Al-hadis. 
Dari pemaparan di atas dapat disimpulkan bank syariah adalah suatu 
bentuk perbankan yang dalam melaksanakan kegiatan opersionalnya baik dalam 
kegiatan penghimpunan dan maupun penyalurannya berdasarkan pada prinsip 
syariah. 
2.2.2 Peraturan dan Perundang-undangan Terkait Bank Syariah 
Bank umum syariah pertama didirikan di Indonesia pada tahun 1992 
berdasarkan UU No. 7 Th. 1992 tentang Perbankan dan Peraturan Pemerintah 
No. 72 tentang Bank beroperasi berdasarkan prinsip bagi hasil. Sesuai 
perkembangan perbankan, maka UU No. 7 tahun 1992 tentang perbankan 
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disempurnakan menjadi UU No. 10 tentang Perubahan UU No. 7 tahun 1992 
tentang perbankan dan terakhir disempurnakan lagi dengan UU No. 21 Th 2008 
tentang Perbankan Syariah. 
Bank Indonesia mengatur operasi bank syariah dalam bentuk Peraturan 
Bank Indonesia No. 9/1/PBI/2007 tentang Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan 
Bank Umum Berdasarkan Prinsip Syariah. Peraturan ini mengatur persyaratan 
tingkat kesehatan bank syariah yang layak untuk beroperasi. Peraturan ini 
didukung oleh Surat Edaran No. 9/24/DPbS tertanggal 30 Oktober 2007, yang 
ditujukan kepada semua bank umum yang melaksanakan kegiatan usaha 
berdasarkan prinsip syariah yang juga diterbitkan oleh Bank Indonesia. Dalam 
Surat Edaran ini dijelaskan mengenai Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank 
Umum Berdasarkan Prinsip Syariah. 
2.2.3 Perbedaan Antara Bank Konvensional dengan Bank Syariah 
Pengertian Bank Syariah berdasarkan Undang-undang nomor 21 tahun 
2008 adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan Prinsip 
Syariah. Bank syariah atau biasa dikenal dengan Bank Islam mempunyai sistem 
operasi di mana bank ini tidak mengandalkan sistem bunga, seperti di bank-bank 
konvensional. 
Prinsip Syariah menurut Undang-undang Nomor 10 tahun 1998 pasal 1 
ayat 13 tentang perbankan adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam 
antara bank dengan pihak lain untuk penyimpanan dana atau pembiayaan 
kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah 
antara lain pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (mudharabah), 
pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (musyarakah), prinsip jual 
beli barang dengan keuntungan (murabahah), atau pembiayaan barang modal 
berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (ijarah), atau dengan adanya 
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pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh 
pihak lain (ijarah wa iqtina). 
Pengertian Bank Konvensional menurut Undang-undang Nomor 10 Tahun 
1998 adalah bank yang melaksanakan kegiataan usaha secara konvensional 
yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. 
Menurut Martono (2002) prinsip konvensional yang digunakan bank konvensional 
menggunakan dua metode, pertama, menetapkan bunga sebagai harga, baik 
untuk produk simpanan seperti tabungan, deposito berjangka, maupun produk 
pinjaman (kredit) yang diberikan berdasarkan tingkat suku bunga tertentu. 
Kedua,  untuk jasa-jasa bank lainnya, pihak bank menggunakan atau 
menerapkan berbagai biaya dalam nominal atau persentase tertentu. Sistem 
penetapan biaya ini disebut fee based.  
2.2.4 Produk Bank syariah 
Produk-produk perbankan syariah yang termasuk ke dalam produk 
penghimpunan dana (funding), yakni giro syariah, tabungan syariah, dan 
deposito syariah. (Karim, 2008:291). 
1. Giro Syariah 
Yang dimaksud dengan giro syariah adalah giro yang dijalankan berdasarkan 
prinsip-prinsip syariah ada dua yaitu. 
a. Giro Wadiah 
Yang dimaksud dengan giro wadiah adalah giro yang dijalankan 
berdasarkan akad wadiah, yaitu titipan murni yang setiap saat dapat 
diambil jika pemiliknya menghendaki. 
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b. Giro Mudharabah 
Yang dimaksud dengan giro mudharabah adalah giro yang dijalankan 
berdasarkan akad mudharabah. 
2. Tabungan Syariah  
Tabungan syariah adalah tabungan yang dijalankan berdasarkan prinsip-prinsip 
syariah, yang mana tabungan yang dibenarkan adalah tabungan yang 
berdasarkan pada. 
a. Tabungan Wadiah 
Tabungan wadiah merupakan tabungan yang dijalankan berdasarkan 
akad wadiah, yakni titipan murni yang harus dijaga dan dikembalikan 
setiap saat sesuai dengan kehendak pemiliknya. 
b. Tabungan Mudharabah 
Yang dimaksud dengan tabungan mudharabah adalah tabungan yang 
dijalankan berdasarkan akad mudharabah. 
3. Deposito Syariah 
Yang dimaksud dengan deposito syariah yang dibenarkan adalah deposito yang 
berdasarkan prinsip mudharabah ada dua yaitu. 
a. Mudharabah Mutlaqah 
Dalam mudharabah ini pemilik dana tidak memberikan batasan atau 
persyaratan tertentu kepada bank syariah dalam mengelola investasinya, 
baik yang berkaitan dengan tempat, cara maupun objek investasinya. 
b. Mudharabah Muqayyadah 
Berbeda halnya dengan deposito mudharabah mutlaqah, dalam 
mudharabah muqayyadah, pemilik dana memberikan batasan atau 
persyaratan tertentu kepada bank syariah dalam mengelola investasinya, 
baik yang berkaitan dengan tempat, cara, maupun objek investasinya.  
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2.2.5 Pengertian Tabungan 
1. Tabungan secara umum 
Menurut Undang-undang tentang perbankan nomor 7 tahun 1992 
menjelaskan bahwa tabungan adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat 
dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik 
dengan cek, bilyet giro, dan atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu. 
2. Tabungan secara syariah 
Tabungan dalam Islam merupakan sebuah konsekwensi atau respon dari 
prinsip ekonomi Islam dan nilai moral Islam, yang menyebutkan bahwa manusia 
haruslah hidup hemat dan tidak bermewah-mewah serta mereka (diri sendiri dan 
keturunannya) dianjurkan ada dalam kondisi yang tidak fakir. Jadi dapat 
dikatakan bahwa motivasi utama orang menabung adalah nilai moral hidup 
sederhana (hidup hemat) dan keutamaan tidak fakir. (www.EkonomiIslam.com). 
2.2.6 Al-Mudharabah  
1. pengertian Al-Mudharabah 
Menurut Antonio (1999a:135) Mudharabah berasal dari kata dharb, yang 
artinya memukul atau berjalan, pengertian memukul ini lebih tepatnya adalah 
proses seseorang memukulkan kakinya dalam menjalankan usaha. Secara 
teknis Al-Mudharabah adalah akad kerjasama antara dua pihak di mana pihak 
pertama (shahibul maal) menyediakan seluruh (100%) modal, sedangkan pihak 
lainnya menjadi pengelola (mudharib) serta keuntungan dibagi berdasarkan 
kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak (akad) sedangkan apabila rugi 
ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan kelalaian si pengelola 
seandainya kerugian itu disebabkan karena kecurangan atau kelalaian si 
pengelola harus bertanggungjawab atas kerugian tersebut. 
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2. Jenis-jenis Mudharabah 
Secara umum mudharabah terbagi menjadi dua jenis, yaitu: mudharabah 
mutlaqah dan mudharabah muqayyadah. 
a. Mudharabah Mutlaqah 
Adalah bentuk kerjasama antara shahibul maal dan mudharib yang 
cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi spesifikasi jenis usaha, waktu dan 
daerah bisnis. 
b. Mudharabah Muqayyadah 
Adalah kebalikan dari mudharabah mutlaqah, si mudharib dibatasi dengan 
batasan jenis usaha, waktu dan tempat usaha. Adanya pembatasan ini seringkali 
mencerminkan kecenderungan umum si shahibul maal dalam memasuki dunia 
usaha. (Antonio, 1999b:137). 
3. Manfaat dan risiko Mudharabah 
a. Manfaat Mudharabah 
Mudharabah memiliki beberapa keunggulan, diantaranya adalah. 
(1) Bank akan menikmati peningkatan bagi hasil pada saat keuntungan 
usaha nasabah meningkat. 
(2) Bank tidak berkewajiban membayar bagi hasil kepada nasabah 
pendanaan secara tetap, tetapi disesuaikan dengan pendapatan atau hasil 
usaha bank, sehingga bank tidak akan pernah mengalami negative spread 
(suku bunga tabungan lebih besar dari pada suku bunga pinjaman). 
(3) Pengembalian pokok pembiayaan disesuaikan dengan cash flow atau 
arus kas usaha nasabah, sehingga tidak memberatkan nasabah. 
(4) Bank akan lebih selektif dan hati-hati (prudent) mencari usaha yang 
benar-benar halal, aman dan menguntungkan. Karena keuntungan yang 
konkrit dan benar-benar terjadi itulah yang akan dibagikan. 
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(5) Prinsip bagi hasil ini berbeda dengan prinsip bunga tetap dimana bank 
akan menagih nasabah dengan jumlah bunga yang tetap, berapapun 
keuntungan yang dihasilkan nasabah, walaupun merugi dan terjadi krisis 
ekonomi. 
b. Risiko Mudharabah 
Resiko yang terdapat dalam mudharabah, terutama pada penerapannya dalam 
pembiayaan yang relatif tinggi, diantaranya. 
(1) Side Streaming, nasabah menggunakan dana itu bukan seperti yang 
disebut dalam kontrak. 
(2)  Lalai dan kesalahan yang disengaja. 
(3) Penyembunyian keuntungan oleh nasabah, bila nasabahnya tidak jujur. 
(Antonio 1999a:138-139). 
c. Rukun Mudharabah 
Rukun-rukun mudharabah terdiri dari beberapa elemen, yaitu. 
(1) Orang yang berakad: pemilik dana (shahibul maal) dan pengelola dana 
(mudharib). 
(2) Modal (maal). 
(3) Kerja atau usaha (dharabah). 
(4) Keuntungan (ribh) 
(5) Shighat (ijab kabul). Wiroso (2011:327). 
d. Syarat-syarat Mudharabah 
Syarat-syarat Mudharabah, terdiri dari. 
(1) Modal 
1.1 Modal harus dinyatakan dengan jelas jumlahnya, seandainya modal 
berbentuk barang maka barang tersebut harus dihargakan dengan 
harga semasa dalam uang yang beredar (atau sejenisnya). 
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1.2 Modal harus dalam bentuk tunai bukan piutang 
1.3 Modal harus diserahkan pada mudharib, untuk memungkinkan 
melakukan usaha. 
(2) Keuntungan 
1.1 Pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam persentase dari 
keuntungan yang mungkin dihasilkan nanti. 
1.2 Kesepakatan rasio persentase harus dicapai melalui negosiasi dan 
dituangkan dalam kontrak. 
1.3 Pengembalian keuntungan baru dapat dilakukan setelah mudharib 
mengembalikan seluruh (atau sebagian) modal kepada shahibul maal. 
(Sumitro 2004:34). 
2.2.7 Landasan Syariah Al-Mudharabah 
Landasan syariah dari Al-Mudharabah sebagai berikut. 
a. Al-Qur’an 
“...... dan dari orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian 
karunia Allah (QS. Muzzamil:20)”. 
 
Dalam ayat Muzzamil: 20 terdapat kata yadhribun yang sama dengan akar 
kata mudharabah, dimana berarti melakukan suatu perjalanan usaha. Dalam 
surah Al-Jumuah:10: 
“Apabila telah ditunaikan shalat maka bertebaranlah kamu di muka bumi 
dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah sebanyak-banyaknya supaya kamu 
beruntung”.  
 
Ayat di atas juga menyebutkan bahwa pentingnya melakukan suatu upaya 
perjalanan usaha dan senantiasa mengingat Allah agar kita mendapatkan rahmat 
dan karunia-Nya. 
b. Al-Hadits 
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“Dari shalih bin shuhaib dari ayahnya (shuhaib) ra. Bahwasanya Rasulullah 
sallallahu alaihi wassalam bersabda: Tiga hal di dalamnya terdapat keberkahan; 
jual beli secara tangguh, muqaradlah (mudharabah), dan mencampur gandum 
dengan tepung untuk keperluan rumah, bukan untuk dijual” (HR. Ibn 
Majah:2280). Penjelasan hadits tersebut bahwasanya akad mudharabah adalah 
sesuatu yang mengandung berkah karena di sini tidak hanya melibatkan pemilik 
modal tetapi juga orang yang menjalankan modal tersebut, sehingga keduanya 
bisa saling membantu dalam mencari karunia Allah subhanahu wa ta‟ala yang 
berupa jual beli. 
c. Ijma’  
Imam Zailai dalm kitabnya Nasbur ar Rayah (4/13), telah menyatakan 
bahwa para sahabat telah berkonsesus terhadap legitimasi pengolahan harta 
yatim secara mudharabah. Kesepakatan para sahabat ini sejalan dengan spirit 
hadis yang dikutip Abu Ubaid dalam kitab Al Amwal (454). 
2.2.8 Keadilan 
1. Pengertian Keadilan 
Keadilan secara hakiki merupakan suatu konsep yang relatif. Skala 
keadilan sangat beragam antara suatu negara dengan negara lain, dan masing-
masing skala didefinisikan serta ditetapkan oleh masyarakat sesuai dengan 
tatanan sosial masyarakat bersangkutan. Makna harfiah keadilan terdiri dari 
beberapa kata dan yang paling umum digunakan adalah kata „adl adalah kata 
benda abstrak, berasal dari kata kerja adala yang berarti: pertama, meluruskan 
atau duduk lurus, mengamandemen atau mengubah; kedua, melarikan diri, 
berangkat atau mengelak dari satu jalan (yang keliru) menuju jalan lain (yang 
benar); ketiga, sama atau sepadan atau menyamakan; keempat, 
menyeimbangkan atau mengimbangi, sebanding atau berada dalam suatu 
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keadaan yang seimbang (state of equalibrium). Sehingga dapat diambil 
kesimpulan bahwa makna kata „adl merupakan suatu gabungan nilai-nilai moral 
dan sosial yang menunjukkan kejujuran, keseimbangan, kesederhanaan dan 
keterusterangan. (Khadduri,1999: 8-11). Allah berfirman dalam Surah Al-
Maidah:8 :  
"Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang 
menegakan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah 
sekali-kali kebencianmu terhadap satu kaum, mendorong untuk kamu berbuat 
tidak adil. Berlaku adillah karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan 
bertaqwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah mengetahui apa yang kamu 
kerjakan".  
 
Keadilan adalah ketetapan Allah bagi kosmos atau alam raya ciptaan-Nya, 
karena menurut ajaran Islam keadilan adalah prinsip yang merupakan hukum 
seluruh hajat raya. Oleh karenanya melanggar keadilan adalah melanggar 
hukum kosmos dan dosa ketidakadilan akan mempunyai dampak kehancuran 
terhadap tatanan masyarakat manusia. 
2. Asas Nilai Keadilan Islam  
 
Nilai keadilan islam adalah suatu estimasi dari penilaian moral bukanlah 
suatu hal ilmiah dan nyata yang dapat diukur dan diamati sebagai objek 
pengujian eksperimental oleh sarana-sarana ilmiah (As-shadr, 2009:85). Maka 
Islam yang berlandaskan Al-Qur’an dan As-sunnah sebagai sumber doktrin 
ekonominya sangat mengarahkan para cendikiawan Islam untuk terus 
mengeksplorasi pemahaman terkait tatanan-tatanan nilai keadilan Islam agar 
dapat berlaku sesuai zaman dengan cara melakukan ijtihad dengan 
mempertimbangkan manfaat dan tidak manfaatnya (mudharat) secara luas 
dalam hubungan antar manusia (sosial). Berdasarkan hal tersebut menurut 
(Muthahari, 2009:60) dalam Islam kata adil ditempatkan ke dalam tiga tempat 
yaitu:   
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(1) Keseimbangan, adil di sini berarti keadaan seimbang. Dalam hal keadaan 
alam semesta yang diciptakan oleh Allah SWT seimbang dan simetris. 
Kalau tidak, alam tidak dapat tegak dengan baik, tidak pula ada sistem, 
perhitungan, dan perjalanan tertentu didalamnya. Hal ini selaras dengan 
firman Allah dalam Al-Qur’an : 
“Dan Allah telah meninggikan langit dan Dia meletakkan neraca 
(keadilan)”. (QS Al-Rahman, 55 : 7). 
 
“Allah menyatakan bahwasanya tidak ada Tuhan (yang berhak disembah) 
melainkan Dia, Yang menegakkan keadilan. Para malaikat dan orang-
orang yang berilmu (juga menyatakan yang demikian itu). Tak ada Tuhan 
(yang berhak disembah) melainkan Dia, Yang Maha Perkasa lagi Maha 
Bijaksana.”  (Ali-Imran :18). 
 
Lawan keadilan, dalam pengertian ini adalah ketidakseimbangan, bukan 
kezaliman. 
(2) Persamaan atau non diskriminasi, dalam hal ini tidak ada perbedaan dan 
pengutamaan diantara sesama mahluk di hadapan Allah SWT. Sebab 
Allah-lah penguasa segalanya. Hal ini selaras dengan firman Allah dalam 
Al-Qur’an Surah Al-Hujuraat: 13 : 
“Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-
laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsabangsa dan 
bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang 
yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling 
bertakwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi 
Maha Mengenal”.   
 
(3) Pemberian hak kepada pihak yang berhak, dalam hal ini pemeliharaan hak 
individu dan pemberian hak kepada setiap objek yang layak menerimanya. 
Dalam artian ini, kezaliman adalah pelenyapan dan pelanggaran terhadap 
hak-hak pihak lain. Pengertian keadilan ini, yaitu keadilan sosial, adalah 
keadilan yang harus dihormati di dalam hukum manusia dan setiap 
individu benar-benar harus berjuang menegakkannya. Beberapa ayat Al-
Qur’an menuntun kita berbuat adil : 
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“Hai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu jadi orang-orang yang 
selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. 
Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, 
mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu 
lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya 
Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan” (Al-Maidah : 8). 
 
“Dan bagi masing-masing mereka derajat menurut apa yang Telah mereka 
kerjakan dan agar Allah mencukupkan bagi mereka (balasan) pekerjaan-
pekerjaan mereka sedang mereka tiada dirugikan.” (Al- Ahqaf: 19). 
 
“Sesungguhnya Kami telah mengutus rasul-rasul Kami dengan membawa 
bukti-bukti yang nyata dan telah Kami turunkan bersama mereka Al Kitab 
dan neraca (keadilan) supaya manusia dapat melaksanakan keadilan. Dan 
Kami ciptakan besi yang padanya terdapat kekuatan yang hebat dan 
berbagai manfa'at bagi manusia, (supaya mereka mempergunakan besi 
itu) dan supaya Allah mengetahui siapa yang menolong (agama) Nya dan 
rasul-rasul-Nya padahal Allah tidak dilihatnya. Sesungguhnya Allah Maha 
Kuat lagi Maha Perkasa.” (Al-Hadid : 25)”. 
 
3. Nilai Keadilan dalam Akuntansi Syariah 
Keadilan merupakan konsep lengkap yang harus dikaitkan dengan seluruh 
aspek kehidupan baik sosial, politik, ekonomi, dan spiritual. Kapanpun kita 
memasuki kehidupan sosial masalah keadilan tidak dapat diabaikan, termasuk 
dalam kegiatan ekonomi. Pentingnya nilai keadilan diterapkan dalam kegiatan 
ekonomi sebab disana selalu ditemukan hal-hal yang adil dan hal-hal yang tidak 
adil. 
Jiwa tatanan ekonomi Islam adalah kesinambungan yang adil. Kalau 
kapitalisme memayungi kaum pemilik modal dan sosialisme memayungi kaum 
buruh, maka ekonomi Islam memayungi keduanya. Hal ini terlihat jelas pada 
sikap Islam terhadap hak individu dan masyarakat. Ekonomi Islam tidak 
menzalimi masyarakat khususnya kaum yang lemah sebagaimana yang terjadi di 
masyarakat kapitalis. Islam juga tidak menzalimi hak individu, sebagaimana yang 
dilakukan kaum sosialis. Islam mengakui hak individu dan masyarakat, juga 
meminta mereka melaksanakan kewajiban masing-masing. Dengan demikian, 
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Islam menjalankan peranannya dengan pemenuhan keadilan serta 
kebijaksanaan. 
Termasuk dalam prinsip keadilan adalah memberikan upah kepada pekerja 
sesuai dengan keahlian kerja dan kontribusi yang mereka berikan. Berbeda 
halnya dengan seorang pekerja yang bersyarikat dengan pemilik modal baik 
dalam keuntungan ataupun kerugian. Dalam sistem ini, tidak boleh ditentukan 
bagi salah satu diantara kedua hasil yang akan mereka peroleh, hasil yang akan 
mereka terima harus berdasarkan perjanjian terhadap bagian tertentu dari 
keuntungan. Jika proyek rugi, maka kerugianya ditanggung pemilik modal, 
cukuplah bagi pengelola kerugian jerih payahnya. (Qardhawi, 1997:410). 
Selanjutnya untuk menciptakan keadilan dalam kegiatan ekonomi 
dibutuhkan akuntansi sebagai media pendekatan dan pelaporan transaksi. 
Tujuan pencatatan dalam Islam adalah untuk kebenaran, kepastian, 
keterbukaan, dan keadilan antara dua atau beberapa pihak yang mempunyai 
hubungan muamalat. Akuntansi harus bisa menjamin bahwa informasi-informasi 
yang disusun dan disajikan harus benar-benar bebas dari unsur penipuan dan 
ketidak-adilan, serta bebas dari pemihakan kepada kepentingan kelompok 
tertentu. Informasi yang diberikan harus transparan, teruji, dan dapat 
dipertanggungjawabkan dunia akhirat. 
Dalam konteks ini, akuntan jangan hanya berhenti pada masalah perlakuan 
pendapatan, pengakuan, pelaporan persediaan, pemilihan metode penyusutan, 
perlakuaan pada pembayaran dimuka, dan sebagainya. Isu pokok mesti 
dijadikan fokus perhatian adalah manakah metode yang adil dan 
menggambarkan apa yang telah terjadi dalam batas-batas sosial dan perilaku 
yang dialami. (Harahap, 2002:183). 
2.2.9 Bagi Hasil dan Riba 
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1. Konsep Bagi Hasil 
Sistem bagi hasil merupakan sistem di mana dilakukannya perjanjian atau 
ikatan bersama di dalam melakukan kegiatan usaha. Di dalam usaha tersebut 
diperjanjikan adanya pembagian hasil atas keuntungan yang akan didapat antara 
kedua belah pihak atau lebih. Bagi hasil dalam sistem perbankan syariah 
merupakan ciri khusus yang ditawarkan kapada masyarakat, dan di dalam aturan 
syari’ah yang berkaitan dengan pembagian hasil usaha harus ditentukan terlebih 
dahulu pada awal terjadinya kontrak (akad). Besarnya penentuan porsi bagi hasil 
antara kedua belah pihak ditentukan sesuai kesepakatan bersama, dan harus 
terjadi dengan adanya kerelaan (An-Tarodhin) di masing-masing pihak tanpa 
adanya unsur paksaan. 
Salah satu karakteristik bank syariah adalah mekanisme bagi hasil. Dalam 
buku (Muhammad, 2001:22) berpendapat bahwa bagi hasil menurut istilah asing 
(Inggris) dikenal dengan profit sharing dan dalam kamus ekonomi diartikan 
sebagai pembagian laba. Secara definitif profit sharing diartikan sebagai: 
“distribusi beberapa bagian dari laba pada para pegawai dari suatu perusahaan”. 
Lebih lanjut dikatakan bahwa hal itu dapat berbentuk suatu bonus uang tunai 
tahunan yang didasarkan laba pada tahun-tahun sebelumnya, atau dapat 
berbentuk pembayaran mingguan atau bulanan. 
Mekanisme perhitungan bagi hasil yang diterapkan di dalam perbankan 
syariah terdiri dari dua sistem, yaitu. 
 
a. Profit Sharing, dan 
b. Revenue Sharing 
a. Pengertian Profit Sharing 
26 
 
 
Profit sharing menurut etimologi Indonesia adalah bagi keuntungan. Dalam 
kamus ekonomi diartikan pembagian laba. Profit secara istilah adalah perbedaan 
yang timbul ketika total pendapatan (total revenue) suatu perusahaan lebih besar 
dari biaya total (total cost). 
Dalam buku (Muhammad, 2001:101) menjelaskan bahwa profit sharing 
adalah perhitungan bagi hasil didasarkan kepada hasil bersih dari total 
pendapatan setelah dikurangi dengan biaya-biaya yang dikeluarkan untuk 
memperoleh pendapatan tersebut. Pada perbankan syariah istilah yang sering 
dipakai adalah profit and loss sharing, di mana hal ini dapat diartikan sebagai 
pembagian antara untung dan rugi dari pendapatan yang diterima atas hasil 
usaha yang telah dilakukan. 
Sistem pProfit and loss sharing dalam pelaksanaannya merupakan bentuk 
dari perjanjian kerjasama antara pemodal (Investor) dengan pengelola modal 
(enterpreneur) dalam menjalankan kegiatan usaha ekonomi, di mana di antara 
keduanya akan terikat kontrak bahwa di dalam usaha tersebut jika mendapat 
keuntungan akan dibagi kedua pihak sesuai nisbah kesepakatan di awal 
perjanjian, dan begitu pula bila usaha mengalami kerugian akan ditanggung 
bersama sesuai porsi masing-masing. Kerugian bagi pemodal adalah tidak 
mendapatkan kembali modal investasinya secara utuh ataupun keseluruhan, dan 
bagi pengelola modal tidak mendapatkan upah/hasil dari jerih payahnya atas 
kerja yang telah dilakukannya. Sedangkan apabila mendapatkan keuntungan, 
maka keuntungan yang didapat tersebut dibagikan setelah dilakukan perhitungan 
terlebih dahulu atas biaya-biaya yang telah dikeluarkan selama proses usaha.  
Keunggulan dan kelemahan Profit Sharing, yaitu. 
1. Keungulan Profit Sharing 
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- Sistem pProfit sharing merupakan karakteristik umum bahwa dalam 
landasan dasar bagi operasional bank syari’ah di dalamnya tersimpan unsur 
keadilan karena pada praktek operasionalnya memberikan tanggung jawab 
yang sama antara shahibul maal dan mudharib dan begitu pula sebaliknya 
apabila ada kerugian. 
- Nasabah akan tertekan dan terbebani ketika nasabah tidak mandapat 
keuntungan (rugi). 
- Menempatkan nasabah sebagai mitra bisnisnya dalam pengembangan 
usaha. 
- Nasabah akan termotivasi untuk meningkatkan usahanya apabila usaha 
yang dijalankan meningkat. 
- Shahibul maal dan mudharib mendapat porsi keuntungan yang sebenarnya 
didapat. 
2. Kelemahan Profit Sharing 
- Dengan menggunakan sistem ini, maka hasil dihitung dari netto setelah 
dikurangi biaya oprasionalnya, maka kemungkinan yang terjadi adalah bagi 
hasil yang diterima oleh para shahibul maal akan semakin kecil dan tentunya 
akan mempunyai dampak yang cukup signifikan apabila ternyata secara 
umum tingkat suku bunga pasar lebih tinggi, kondisi ini mempengaruhi 
keingian masyarakat untuk menginvestasikan dananya pada bank syariah 
yang berdampak menurunnya jumlah dana pihak ketiga secara keseluruhan. 
- Nasabah akan menanggung konsekwensi yang berakibat tidak 
memperoleh atau menerima bagi hasil apabila bank rugi dan menanggung 
kerugian dan berdampak berkurangnya nilai uang yang investasikan atau 
bahkan uangnya diinvestasikan tersebut tidak akan kembali sama sekali. 
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- Bank syariah harus mengsubsidi bagi hasil yang diterima kepada nasabah 
pemilik dana, bila bagi hasil nasabah pemilik dana lebih kecil dari suku 
bunga pasar untuk menghindari nasabah pemilik dana memindahkan 
dananya kepada bank konvensional. 
- Sulitnya pengakuan estimasi biaya yang akan dikeluarkan dalam usaha 
serta rumitnya pola pembagiannya pada prinsip perbankan modern bank 
memerlukan petugas yang memiliki spesifikasi khusus tentang bisnis 
tentunya kontol terhadap biaya-biaya yang dikeluarkan oleh nasabah. 
- Membuka peluang bagi mudharib untuk memenipulasi data pendaftaran 
secara sepihak karena perolehan pendapatan uang diterima sangat kecil. 
 
b. Pengertian Revenue Sharing 
Revenue Sharing berasal dari bahasa Inggris yang terdiri dari dua kata 
yaitu, revenue yang berarti; hasil, penghasilan, pendapatan. Sharing adalah 
bentuk kata kerja dari share yang berarti bagi atau bagian. Revenue sharing 
berarti pembagian hasil, penghasilan atau pendapatan. 
Revenue (pendapatan) dalam kamus ekonomi adalah hasil uang yang 
diterima oleh suatu perusahaan dari penjualan barang-barang (goods) dan jasa-
jasa (services) yang dihasilkannya dari pendapatan penjualan (sales revenue). 
Dalam arti lain revenue merupakan besaran yang mengacu pada perkalian 
antara jumlah output yang dihasilkan dari kegiatan produksi dikalikan dengan 
harga barang atau jasa dari suatu produksi tersebut. 
Berdasarkan definisi di atas dapat diambil kesimpulan bahwa arti revenue 
pada prinsip ekonomi dapat diartikan sebagai total penerimaan dari hasil usaha 
dalam kegiatan produksi, yang merupakan jumlah dari total pengeluaran atas 
barang ataupun jasa dikalikan dengan harga barang tersebut. Unsur yang 
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terdapat di dalam revenue meliputi total harga pokok penjualan ditambah dengan 
total selisih dari hasil pendapatan penjualan tersebut.  Tentunya di dalamnya 
meliputi modal (capital) ditambah dengan keuntungannya (profit). 
Berbeda dengan revenue di dalam arti perbankan. Yang dimaksud dengan 
revenue bagi bank adalah jumlah dari penghasilan bunga bank yang diterima 
dari penyaluran dananya atau jasa atas pinjaman maupun titipan yang diberikan 
oleh bank. Revenue pada perbankan syariah adalah hasil yang diterima oleh 
bank dari penyaluran dana (investasi) ke dalam bentuk aset produktif, yaitu 
penempatan dana bank pada pihak lain. Hal ini merupakan selisih atau angka 
lebih dari aset produktif dengan hasil penerimaan bank. 
Perbankan syariah memperkenalkan sistem pada masyarakat dengan 
istilah revenue sharing, yaitu sistem bagi hasil yang dihitung dari total 
pendapatan pengelolaan dana tanpa dikurangi dengan biaya pengelolaan dana. 
Lebih jelasnya revenue sharing dalam arti perbankan adalah perhitungan bagi 
hasil didasarkan kepada total seluruh pendapatan yang diterima sebelum 
dikurangi dengan biaya-biaya yang telah dikeluarkan untuk memperoleh 
pendapatan tersebut. Sistem revenue sharing berlaku pada pendapatan bank 
yang akan dibagikan dihitung berdasarkan pendapatan kotor (gross sales), yang 
digunakan dalam menghitung bagi hasil untuk produk pendanaan bank.  
Keunggulan dan kelemahan Revenue Sharing, yaitu. 
1. Keunggulan Revenue Sharing 
Meningkatkan investasi dana pihak ketiga pada bank syariah karena jika 
bank menggunakan sistem perhitungan bagi hasil berdasarkan revenue 
sharing dimana bagi hasil akan didistribusikan dari total-total pendapatan 
sebelum dikurangi dengan biaya-biaya maka kemungkinan yang akan terjadi 
akan tingkat bagi hasil yang akan diterima oleh pemilik dana akan lebih 
30 
 
 
besar dibandingkan dengan tingkat suku bunga pasar yang berlaku. Kondisi 
ini akan mempengaruhi para pemilik dana yang mengarahkan investasinya 
pada bank syariah. 
2. Kelemahan Revenue Sharing 
Apabila tingkat pendapatan bank sedemikian rendah, maka bagian bank 
setelah pendapatan didistribusikan oleh bank, tidak akan mampu membiayai 
kebutuhan oprasionalnya (yang lebih besar dari pada pendapatan fee) 
sehingga merupakan kerugian bank dan membebani para pemegang 
kerugian. Sementara penyandang dana atau investor lain tidak menanggung 
kerugian akibat biaya oprasional tersebut. Dengan kata lain secara tidak 
langsung bank menjamin nilai nominal investasi nasabah karena pendapatan 
paling rendah yang akan dialami oleh bank adalah Nol, dan tidak mungkin 
terjadi pendapatan negatif. 
 
Berkaitan dengan sistem bagi hasil yang telah dijelaskan di atas, DEWAN 
SYARI'AH NASIONAL mengeluarkan FATWA NO: 15/DSNMUI/ IX/2000 
TENTANG PRINSIP DISTRIBUSI HASIL USAHA DALAM LEMBAGA 
KEUANGAN SYARI'AH yaitu: 
1. Pada dasarnya, Lembaga Keuangan Syariah (LKS) boleh menggunakan 
prinsip Bagi Hasil (Revenue Sharing) maupun Bagi Untung (Profit Sharing) 
dalam pembagian hasil usaha dengan mitra (nasabah)nya. Dilihat dari segi 
kemaslahatan (Al-Ashlah) saat ini, pembagian hasil usaha sebaiknya 
digunakan prinsip Bagi Hasil (Revenue Sharing). 
2.  Penetapan prinsip pembagian hasil usaha yang dipilih harus disepakati dalam 
akad. Muhammad (2001:47) berpendapat: bahwa yang dimaksud dengan 
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prinsip bagi hasil adalah prinsip muamalat berdasarkan syariat dalam 
melakukan usaha bank, seperti dalam hal. 
(1) Menetapkan imbalan yang akan diberikan kepada masyarakat 
sehubungan dengan penggunaan atau pemanfaatan dana masyarakat 
yang dipercayakan kepadanya. 
(2) Menetapkan imbalan yang akan diterima sehubungan dengan penyediaan 
dana kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan baik dalam bentuk 
investasi maupun modal kerja. 
(3) Menetapkan imbalan sehubungan dengan kegiatan lain yang lazim 
dilakukan oleh bank dengan prinsip bagi hasil. Setiap banker menginginkan 
tercapainya tujuan secara optimal dengan penerapan sistem bagi hasil ini, 
oleh karenanya seharusnya upaya untuk meningkatkan kualitas harus 
secara terus menerus dilakukan, sebab tujuan ini tidak mudah dilakukan, 
karena disamping masyarakatnya belum begitu mengerti tentang sistem 
yang ditawarkan, juga bisa dikarenakan kurang menyebarkan informasi 
tentang didirikannya bank syariah di Indonesia, terutama bagi masyarakat 
pedesaan. 
 
2 Riba 
Bagi seorang muslim, sumber nilai dan sumber hukum adalah Al-Quran 
dan sunnah nabi. Konsekuensinya, apapun nilai yang dibutuhkan dalam analisis 
dan perilaku ekonomi harus bersandar pada kedua sumber nilai tersebut. Ini 
tercermin dari pandangan Islam mengenai bunga. Uniknya, dikalangan ulama 
dan cendekiawan Islam masih terjadi polemik apakah bunga sama dengan riba. 
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Riba menurut bahasa arab berarti tambahan, peningkatan, ekspansi atau 
pertumbuhan. Menurut istilah teknis, riba berarti pengambilan tambahan 
(premium) sebagai syarat yang harus dibayarkan oleh peminjam pokok. Dalam 
hal ini, riba memiliki arti yang sama dengan  bunga sebagaimana konsensus 
para fuqaha (Kuncoro, 2002:588) 
Dalam buku (Antonio, 2004:56) menjelaskan bahwa menurut Al-Quran, 
pandangan Islam mengenai riba dapat dilihat pada kutipan 4 surat dengan 
beberapa ayat, yang diturunkan dalam empat tahap berikut ini. Surat Ar-rum ayat 
39 yang menyatakan: 
“Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta 
manusia. Maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. Dan apa yang kamu 
berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Alah, 
maka (yang berbuat demikian) itulah orang-orang yang melipat gandakan 
(pahalanya)”.  
Tahap pertama ini menolak anggapan bahwa pinjaman riba yang pada zahirnya 
seolah-olah menolong mereka yang memerlukan sebagai suatu perbuatan 
mendekati taqarrub kepada Allah.  
Masih menurut (Antoni, 2004:60), ia menyatakan bahwa dalam tahap 
kedua, riba digambarkan sebagai sesuatu yang buruk. Allah SWT mengancam 
akan memberikan balasan yang keras kepada orang yahudi yang memakan riba, 
sebagaimana yang dijelaskna dalam surat An-nisa ayat 160-161: 
” maka disebabkan kezaliman orang-orang yahudi, kami haramkan atas mereka 
(memakan makanan) yang baik-baik (yang dahulunya) dihalalkan bagi mereka, 
dan karena mereka memakan harta orang dengan jalan yang bathil. Kami telah 
menyediakan untuk orang-orang kafir diantara mereka itu siksa yang pedih”. 
Tahap ketiga, riba diharamkan dengan dikaitkan kepada sesuatu tambahan 
yang berlipat ganda. Para ahli tafsir berpendapat  bahwa pengambilan bunga 
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dengan tingkat yang cukup tinggi merupakan fenomena yang banyak dipraktikan 
pada masa tersebut. Allah berfirman dalam surat Ali-imran ayat 130: 
”hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat 
ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat 
keberuntungan”. 
Ayat ini turun pada tahun ke-3 hijriah. Secara umum, ayat ini harus 
dipahami bahwa kriteria berlipat ganda bukanlah merupakan syarat dari 
terjadinya riba (jikalau bunga berlipat ganda maka riba, tetapi jikalau kecil buka 
riba), tetapi ini merupakan sifat umum dari praktik pembungaan uang pada saat 
itu (Antonio,2004:72). 
Masih dalam buku (Antoni,2004:84) mengemukakan bahwa pada tahap 
terakhir, Allah SWT dengan jelas dan tegas mengharamkan apapun jenis 
tambahan yang diambil dari pinjaman. Ini adalah ayat yang terakhir yang 
diturunkan menyangkut riba yaitu surat Al-baqarah 278-279: 
“hai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkanlah sisa riba 
(yang belum dipungut) jika kamu orang-orang beriman. Maka, jika kamu tidak 
mengerjakan (meninggalkan sisa riba) maka ketahuilah bahwa Allah dan Rasul-
Nya akan memerangimu. Dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba) maka 
bagimu pokok hartamu, kamu tidak menganiaya dan tidak pula dianiaya. 
 
Bunga bank dikatakan riba karena bunga tersebut dilipat gandakan. Bila 
bunga hanya dua persen dari modal pinjaman itu, itu tidak berlipat ganda 
sehingga tidak termasuk riba yang diharamkan oleh agama Islam.  Riba disinilah 
ketika adanya pelipatan ganda terhadap bunga itu sendiri, namun ada juga yang 
mengatakan bahwa bunga itu riba karena apapun yang bertambah dari asalnya 
dikatakan sebagai riba. 
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BAB III 
METODE PENELITIAN 
 
Pada dasarnya metodelogi merupakan hal yang sangat penting dalam 
sebuah penelitian, hal ini dikarenakan bahwa metodelogi merupakan sarana 
yang digunakan untuk memperoleh suatu hasil atau inti sari dari sebuah 
penelitian. Oleh sebab itu metodelogi yang harus digunakan dalam sebuah 
penelitian haruslah sesuai dengan model atau jenis penelitian yang dilakukan. 
 
3.1. Obyek Penelitian 
Obyek dalam penelitian ini adalah PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk. yang 
bergerak di bidang perbankan syariah, yang memiliki cabang di Jalan Dr. Sam 
Ratulangi No. 72 Makassar. Objek penelitian ini sengaja dipilih karena 
perusahaan tersebut telah menerapkan akuntansi syariah dan merupakan bank 
syariah pertama di Indonesia. 
 
3.2. Jenis Penilitian 
Dalam penelitian ini pendekatan yang digunakan adalah melalui 
pendekatan kualitatif. Artinya data yang dikumpulkan bukan murni berupa angka-
angka, melainkan data tersebut berasal dari naskah wawancara, catatan 
lapangan, dokumen pribadi, catatan, memo, dan dokumen resmi lainnya. 
Sehingga yang menjadi tujuan dari penelitian kualitatif ini adalah ingin 
menggambarkan realita empirik di balik fenomena secara mendalam, rinci, dan 
tuntas. Oleh karena itu penggunaan pendekatan kualitatif dalam penelitian ini 
dengan mencocokan antara realita empirik dengan teori yang berlaku serta 
menggunakan metode deskritif. (Moleong, 2004:131). Menurut Keirl dan Miller 
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dalam (Moleong,  2004:140) yang dimaksud dengan penelitian kualitatif adalah 
tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental 
bergantung pada pengamatan manusia, kawasannya sendiri, dan berhubungan 
dengan orang-orang tersebut dalam bahasanya dan peristilahannya.     
Metode kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti 
pada kondisi objek yang alamiah, di mana peneliti adalah sebagai elemen kunci. 
Teknik pengumpulan data dilakukan secara gabungan, analisis data bersifat 
induktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada 
generalisasi. 
Adapun jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Menurut Whitney 
dalam (Nazir, 2003:105) bahwa metode deskriptif adalah pencarian yang paling 
tepat. Penelitian deskriptif mempelajari masalah-masalah dalam masyarakat, 
serta tata cara yang berlaku dalam masyarakat serta situasi-situasi tertentu, 
termasuk tentang hubungan-hubungan, kegiatan-kegiatan, sikap-sikap, 
pandangan-pandangan, serta proses-proses yang sedang berlangsung dan 
pengaruh-pengaruh dari suatu fenomena. Dalam penelitian ini, peneliti 
mendeskripsikan tentang bagaimana sistem perhitungan bagi hasil pada 
tabungan mudharabah di Bank Muamalat Cabang Makassar yang dikaitkan 
dengan nilai keadilan dalam Islam. 
 
3.3. Metode Pengumpulan Data 
1. Observasi/pengamatan 
Sebagai metode ilmiah observasi dapat diartikan sebagai pengamatan, 
meliputi pemusatan perhatian terhadap suatu obyek dengan menggunakan 
seluruh alat indra (Arikunto, 2002:145). Jadi observasi merupakan suatu 
penyelidikan yang dilakukan secara sistematik dan sengaja diadakan 
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dengan menggunakan alat indra terutama mata terhadap kejadian yang 
berlangsung dan dapat dianalisa pada waktu kejadian itu terjadi.  
2. Wawancara  
Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu 
dilakukan oleh kedua belah pihak, yaitu pewancara (interviewer) yang 
mengajukan pertanyaan dari yang diwawancarai (interviewee) yang 
memberikan atas itu. Wawancara digunakan oleh peneliti untuk 
menggunakan dalam menilai keadaan seseorang. Dalam wawancara 
tersebut biasa dilakukan secara individu maupun dalam bentuk kelompok, 
sehingga didapat data informatik yang orientik. 
3. Dokumentasi 
Dokumentasi berasal dari kata dokumen, yang berarti barang tertulis, 
metode dokumentasi berarti cara pengumpulan data dengan mencatat 
data-data yang sudah ada. Metode dokumentasi adalah mencari data 
mengenai hal-hal atau variabel yang berupa: catatan buku, surat, transkrip, 
majalah, notulen, agenda, dan sebagainya. Teknik atau studi dokumentasi 
adalah cara pengumpulan data melalui peninggalan arsip-arsip dan 
termasuk juga buku-buku tentang pendapat, teori, dalil-dalil, atau hukum-
hukum dan lain-lain yang berhubungan dengan masalah penelitian. Dalam 
penelitian kualitatif teknik pengumpulan data yang utama karena 
pembuktian hipotesisnya yang diajukan secara logis dan rasional melalui 
pendapat, teori, atau hukum-hukum, baik mendukung maupun menolak 
hipotesis tersebut. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik 
dokumentasi untuk memperoleh data tentang perhitungan bagi hasil 
tabungan mudharabah pada PT. Bank Muamalat Indonesia Cabang 
Makassar. 
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3.4. Jenis dan Sumber Data 
Dalam melaksanakan penelitian, diperlukan data yang digunakan sebagai 
dasar untuk melakukan pembahasan dan analisis. Data di bagi menjadi dua 
jenis, yaitu kualitatif dan data kuantitatif. Data kualitatif adalah data yang tidak 
dapat diukur atau dinilai dengan angka-angka secara langsung. Sedangkan data 
kuantitatif adalah data yang dapat diukur atau dinilai dengan angka secara 
langsung. 
1. Data Primer 
Data primer merupakan sumber data penelitian yang diperoleh secara 
langsung dari sumber asli (tidak melalui media perantara). Dalam penelitian 
ini data primer diperoleh melalui wawancara terhadap responden.  
2. Data Sekunder  
Data sekunder adalah data-data yang didapat dari sumber bacaan dan 
berbagai macam sumber lainnya yang terdiri dari surat-surat pribadi, buku 
harian, note, sampai dokumen-dokumen resmi. Data sekunder juga dapat 
berupa majalah, buletin, publikasi dari berbagai organisasi, hasil-hasil studi, 
hasil survei, study history, dan sebagainya.  
 
3.5. Metode Analisis Data 
Metode analisis data yang digunakan disesuaikan dengan tujuan penelitian 
yaitu untuk menggambarkan dan menganalisis suatu fenomena dengan cara 
mendeskripsikan fokus penelitian yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. 
Pada penelitian ini menggunakan metode analisis kualitatif. Analisis kualitatif 
adalah teknik analisis data yang digunakan dengan cara menggambarkan 
tentang obyek penelitian serta menguraikan dalam bentuk kalimat atau 
pernyataan-pernyataan berdasarkan data yang dikumpulkan dengan tujuan 
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untuk mendapatkan suatu kesimpulan dari rumusan masalah (Arikunto, 2002:21). 
Penelitian bermaksud untuk menggambarkan keadaan yang ada dilapangan 
kemudian mengadakan analisis terhadap data-data yang diperoleh. 
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BAB IV 
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
 
4.1 Gambaran Umum Perusahaan 
4.1.1 Sejarah Singkat Perusahaan 
Gagasan pendirian PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk. berawal dari 
lokakarya Bunga Bank dan Perbankan yang diselenggarakan Majelis Ulama 
Indonesia (MUI) pada tanggal 18-20 Agustus 1990 di Cisarua, Bogor. Ide ini 
berlanjut dalam Musyawarah Nasional IV Majelis Ulama Indonesia di Hotel Sahid 
Jaya, Jakarta, pada tanggal 22-25 Agustus 1990 yang diteruskan dengan 
pembentukan kelompok kerja untuk mendirikan bank murni syariah pertama di 
Indonesia. Realisasinya dilakukan pada 1 November 1991 yang ditandai dengan 
penandatanganan akte pendirian PT Bank Muamalat Indonesia Tbk. di Hotel 
Sahid Jaya berdasarkan Akte Notaris Nomor 1 Tanggal 1 November yang dibuat 
oleh Notaris Yudo Paripurno, S.H. dengan Izin Menteri Kehakiman Nomor 
C2.2413. T.01.01 Tanggal 21 Maret 1992/Berita Negara Republik Indonesia 
Tanggal 28 April 1992 Nomor 34.  
Pada saat penandatanganan akte pendirian ini diperoleh komitmen dari 
berbagai pihak untuk membeli saham sebanyak Rp 84 miliar. Kemudian dalam 
acara silaturahmi pendirian di Istana Bogor diperoleh tambahan dana dari 
masyarakat Jawa Barat senilai Rp 106 miliar sebagai wujud dukungan mereka. 
Dengan modal awal tersebut dan berdasarkan Surat Keputusan Menteri 
Keuangan RI Nomor 1223/MK.013/1991 Tanggal 5 November 1991 serta izin 
usaha yang berupa Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 
430/KMK.013/1992 Tanggal 24 April 1992, PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk. 
mulai beroperasi pada 1 Mei 1992 bertepatan dengan 27 Syawal 1412 H. Pada 
40 
 
 
27 Oktober 1994, PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk. mendapat kepercayaan 
dari Bank Indonesia sebagai Bank Devisa.  
Beberapa tahun yang lalu Indonesia dan beberapa negara di Asia 
Tenggara pernah mengalami krisis moneter yang berdampak terhadap 
perbankan nasional yang menyebabkan timbulnya kredit macet pada segmen 
korporasi. PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk. pun ikut terimbas dampak 
tersebut. Tahun 1998, angka non performing financing (NPF) Bank Muamalat 
sempat mencapai lebih dari 60%. Perseroan mencatat kerugian sebesar Rp 105 
miliar dan ekuitas mencapai titik terendah hingga Rp 39,3 miliar atau kurang dari 
sepertiga modal awal. 
Kondisi tersebut telah mengantarkan PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk. 
memasuki era baru dengan keikutsertaan Islamic Development Bank (IDB), yang 
berkedudukan di Jeddah–Saudi Arabia, sebagai salah satu pemegang saham 
luar negeri yang resmi diputuskan melalui Rapat Umum Pemegang Saham 
(RUPS) pada tanggal 21 Juni 1999. Dalam kurun waktu 1999-2002 Bank 
Muamalat terus berupaya dan berhasil membalikkan keadaan dari rugi menjadi 
laba. Hasil tersebut tidak lepas dari upaya dan dedikasi segenap karyawan 
dengan dukungan kepemimpinan yang kuat, strategi usaha yang tepat, serta 
kepatuhan terhadap pelaksanaan perbankan syariah secara murni. 
 
4.1.2  Visi dan Misi Perusahaan 
Visi dari PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk. yaitu: “Menjadi bank syariah 
utama di Indonesia, dominan di pasar spiritual, dan dikagumi di pasar rasional”. 
Adapun misi dari PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk. adalah: “Menjadi role 
model lembaga keuangan syariah dunia dengan penekanan pada semangat 
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kewirausahaan, keunggulan manajemen, dan orientasi investasi yang inovatif 
untuk memaksimalkan nilai kepada seluruh pemangku kepentingan.” 
Keberhasilan suatu perusahaan sangat dipengaruhi oleh kemampuan 
sumber daya manusianya, keunggulan produk atau jasa yang dijual, jaringan, 
dan teknologi yang unggul guna mendukung operational excellence. Komponen 
tersebut bukanlah penentu yang menjadi kunci keberhasilan suatu bisnis. Faktor 
pendorong yang sesungguhnya terletak pada kekuatan visi dan misi serta nilai-
nilai yang menjadi sumber inspirasi dan energi budaya kerja perusahaan. 
Hal ini dibuktikan oleh PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk. yang memiliki 
visi menjadi bank syariah utama di Indonesia, dominan di pasar spritual, 
dikagumi di pasar rasional dengan misi menjadi role model lembaga keuangan 
syariah dunia yang penekanannya pada semangat kewirausahaan, keunggulan 
manajemen dan orientasi investasi yang inovatif untuk memaksimumkan nilai 
kepada seluruh pihak yang terkait di dalamnya. Sejalan dengan hal tersebut 
pencapaian visi dan misi tersebut sangat didukung oleh nilai-nilai yang tertanam 
dan ditumbuh kembangkan oleh individual serta positioning perusahaan sebagai 
lembaga keuangan syariah, sehingga harus digerakkan dengan sistem, akhlak, 
dan akidah sesuai prinsip syariah. 
 
4.1.3 Struktur Organisasi 
Bank syariah memiliki struktur organisasi yang sama dengan bank 
konvensional, misalnya dalam hal komisaris dan direksi, tetapi unsur yang amat 
membedakan antar bank syariah dan bank konvensional adalah keharusan 
adanya Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang bertugas mengawasi operasional 
bank dan produk-produknya agar sesuai dengan garis-garis syariah. Dewan 
Pengawas Syariah diletakkan pada posisi setingkat Dewan Komisaris. Hal ini 
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untuk menjamin efektivitas dari setiap opini yang diberikan oleh Dewan 
Pengawas Syariah. Karena itu, biasanya penetapan anggota Dewan pengawas 
Syariah dilakukan oleh Rapat Umun pemegang saham setelah para anggota 
Dewan Pengawas Syariah itu mendapat rekomendasi dari Dewan Syariah 
Nasional (DSN). 
Peran serta para ulama dalam Dewan Pengawas Syariah adalah 
mengawasi jalannya operasional bank sehari-hari agar selalu sesuai dengan 
ketentuan-ketentuan syariah. Hal ini karena transaksi-transaksi yang berlaku 
dalam bank syariah sangat khusus jika dibanding bank konvensional. Karena itu, 
diperlukan garis panduan (guidelines) yang mengaturnya. Garis panduan ini 
disusun dan ditentukan oleh Dewan Syariah Nasional. 
Dewan Pengawas Syariah harus membuat pernyataan secara berkala 
(biasanya tiap tahun) bahwa bank yang diawasinya telah berjalan sesuai dengan 
ketentuan syariah. Pernyataan ini dimuat dalam laporan tahunan (annual report) 
bank bersangkutan. Tugas lain Dewan Pengawas Syariah adalah meneliti dan 
membuat rekomendasi produk baru dari bank yang diawasinya. Dengan 
demikian, Dewan Pengawas Syariah bertindak sebagai penyaring pertama 
sebelum suatu produk diteliti kembali dan difatwakan oleh Dewan Syariah 
Nasional.  
Adapun struktur organisasi pada PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk. 
Cabang Makassar disajikan dalam gambar 4.1 sebagai berikut. 
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Gambar 4.1. Struktur Organisasi PT. Bank Muamalat Indonesia Cabang Makassar 
 
STRUKTUR ORGANISASI 
PT. BANK MUAMALAT INDONESIA TBK. CAB. MAKASSAR 
 
Sumber: PT. Bank Muamalat Indonesia Cabang Makassar 
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4.1.4 Kegiatan Usaha PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk. 
PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk. pada dasarnya melakukan kegiatan 
usaha yang sama dengan bank konvensional, yaitu melakukan penghimpunan 
dan penyaluran dana masyarakat di samping penyediaan jasa keuangan lainnya. 
Perbedaannya adalah seluruh kegiatan usaha PT. Bank Muamalat Indonesia 
Tbk. didasarkan pada prinsip syariah. Implikasinya, di samping harus selalu 
sesuai dengan  prinsip hukum Islam juga adalah karena dalam prinsip syariah 
memiliki berbagai variasi akad yang akan menimbulkan variasi produk yang lebih 
banyak dibandingkan produk bank konvensional. 
Adapun kegiatan usaha yang dilakukan PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk. 
diantaranya adalah. 
1. Pendanaan, terdiri dari. 
a. Giro Wadiah yang terdiri dari giro perorangan dan giro institusi. 
b. Tabungan, yang terdiri dari. 
i. Tabungan Muamalat Reguler merupakan tabungan  syariah 
dalam mata uang rupiah, dengan akad mudharabah mutlaqah 
(bagi hasil).  
ii. Tabungan E-Gold Debit merupakan tabungan  syariah dalam 
mata uang rupiah, dengan akad mudharabah mutlaqah (bagi 
hasil). 
iii. Tabungan Muamalat Prima tabungan prioritas yang didesain 
bagi nasabah yang ingin mendapatkan bagi hasil yang tinggi 
bahkan setara dengan deposito.  
iv. Tabungan Wisata merupakan sebuah tabungan rencana yang 
didesain untuk memenuhi keinginan nasabah yang memiliki 
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rencana untuk berwisata sehingga nasabah dapat 
merencanakan keinginannya tersebut sesuai dengan 
kemampuannya. 
v. Tabungan Haji Arafah Plus merupakan tabungan haji dalam 
mata uang rupiah yang dikhususkan bagi masyarakat muslim 
Indonesia yang berencana menunaikan ibadah haji secara 
regular maupun plus. 
vi. Tabungan Muamalat Umroh merupakan tabungan berencana 
dalam mata uang rupiah yang akan membantu mewujudkan 
impian untuk berangkat beribadah Umroh. 
 
c. Deposito yang terdiri dari. 
i. Deposito Mudharabah merupakan deposito syariah dalam 
mata uang rupiah dan US dollar yang fleksibel dan 
memberikan hasil investasi yang optimal. 
ii. Deposito Fulinves merupakan deposito syariah dalam mata 
uang rupiah dan US dollar yang fleksibel dan memberikan 
hasil investasi yang optimal serta perlindungan asuransi jiwa 
gratis. 
2 Pembiayaan, terdiri dari. 
a. Konsumen yang terdiri dari. 
i.      Pembiayaan Hunian Syariah merupakan produk pembiayaan 
yang menggunakan prinsip syariah dengan dua pilihan yaitu 
akad murabahah (jual-beli) atau musyarakah mutanaqishah 
(kerjasama sewa). 
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ii.       AutoMuamalat adalah produk pembiayaan yang akan 
membantu konsumen untuk memiliki kendaraan bermotor 
dengan menggunakan prinsip syariah murabahah (jual-beli). 
iii.       Dana Talangan Porsi Haji adalah pinjaman yang ditujukan 
untuk membantu konsumen mendapatkan porsi 
keberangkatan haji lebih awal, meskipun saldo tabungan haji 
belum mencapai syarat pendaftaran porsi. Produk ini 
berdasarkan prinsip syariah dengan akad al-qardh (pinjaman). 
iv.       Pembiayaan Muamalat Umroh adalah produk pembiayaan 
yang akan membantu mewujudkan impian untuk beribadah 
Umroh dalam waktu yang segera. Produk ini berdasarkan 
prinsip syariah dengan akad ijarah (sewa jasa). 
v.       Pembiayaan Anggota Koperasi adalah produk pembiayaan 
konsumtif yang diperuntukkan bagi beragam jenis pembelian 
konsumtif kepada karyawan/ guru/ PNS (selaku end user) 
melalui koperasi. Produk ini berdasarkan prinsip syariah 
dengan akad mudharabah (bagi hasil) antara bank dengan 
koperasi atas pendapatan marjin pembiayaan murabahah 
(jual beli) dari yang disalurkan kepada anggota. 
b. Investasi yang terdiri dari. 
i. Pembiayaan Investasi merupakan produk pembiayaan yang  
berdasarkan prinsip syariah dengan akad murabahah atau 
ijarah sesuai dengan spesifikasi kebutuhan investasi. 
ii. Pembiayaan Hunian Syariah Bisnis merupakan produk 
pembiayaan yang berdasarkan prinsip syariah dengan dua 
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pilihan yaitu akad murabahah (jual-beli) atau musyarakah 
mutanaqishah (kerjasama sewa). 
c. Modal kerja yang terdiri dari. 
i. Pembiayaan Modal Kerja berdasarkan prinsip syariah dengan 
pilihan akad musyarakah, mudharabah, atau murabahah 
sesuai dengan spesifikasi kebutuhan modal kerja. 
ii. Pembiayaan Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) 
adalah produk pembiayaan yang ditujukan untuk LKMS 
(BPRS/ BMT/ Koperasi) yang hendak meningkatkan 
pendapatan dengan memperbesar portofolio pembiayaannya 
kepada nasabah atau anggotanya (end-user). Produk ini 
menggunakan prinsip syariah dengan akad mudharabah atau 
musyarakah 
iii. Pembiayaan Rekening Koran Syariah adalah produk 
pembiayaan khusus modal kerja yang akan meringankan 
usaha  dalam mencairkan dan melunasi pembiayaan sesuai 
kebutuhan dan kemampuan. Produk ini menggunakan prinsip 
syariah dengan akad musyarakah dan skema revolving. 
3 Layanan, terdiri dari. 
a. International Banking, terdiri dari: 
i. Remittance yang mencakup Remittance BMI – Bank, BMI – 
BMMB, BMI – NCB, dan Tabungan Nusantara. 
ii. Trade Finance yang mencakup Bank Garansi, Ekspor, Impor, 
Ekspor Impor Non LC Financing, SKBDN, Letter of Credit, 
Standby LC. 
iii. Investment Service 
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b. Transfer 
c. Layanan 24 jam, terdiri dari. 
i. SMS Banking 
ii. SalaMualamat 
iii. MuamalatMobile 
iv. Internet Banking 
v. PC Banking 
 
4.2. Hasil Penelitian  
Untuk melakukan penelitian terhadap pelaksanaan sistem bagi hasil 
tabungan mudharabah berdasarkan nilai keadilan dalam Islam, peneliti mencari 
data keuangan yang berkaitan dengan tabungan mudharabah dari objek 
penelitian, serta melakukan wawancara terhadap beberapa orang karyawan PT. 
Bank Muamalat Indonesia Tbk. Cabang Makassar. Informasi dan data yang 
diperoleh adalah sebagai berikut. 
- Tabel pembagian nisbah produk tabungan mudharabah PT. Bank Muamalat 
Indonesia Tbk. Cabang Makassar. Pembagian nisbah produk tabungan 
mudharabah PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk. Cabang Makassar 
berbeda-beda berdasarkan jenis tabungan yang dipilih oleh nasabah. 
Produk-produk tabungannya adalah Tabungan Muamalat Reguler, 
Tabungan E-Gold Debit, Tabungan Muamalat Prima, Tabungan Muamalat 
Wisata, Tabungan Haji Arafah Plus, Tabungan Muamalat Umroh.  . 
- Tabel perhitungan HI-1000. HI-1000 (baca: Ha-i-seribu) yakni angka yang 
menunjukkan hasil investasi yang diperoleh dari penyaluran setiap Rp. 1.000 
dana nasabah. 
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Cara menghitung nilai HI-1000: 
Tabel 4.2  
PT. BANK MUAMALAT INDONESIA TBK. CABANG MAKASSAR 
TABEL NILAI PENDAPATAN 
PER BULAN 
No Jenis Simbol NILAI (Rupiah) 
1 Pembiayaan A 78.000.000.000,00 
2 Secondary Reserve B 1.800.000.000,00 
3 Transfer Pendapatan (dari USD) C 200.000.000,00 
4 Total Pendapatan (Rupiah)                                              D= A+B+C 80.000.000.000,00 
5 DPKM E 6.000.000.000.000,00 
6 DWM (5% x DPKM) F = 5% x E 300.000.000.000,00 
7 DPKM-5% x DWM G = E-F 5.700.000.000.000,00 
EARNING  ASSET 
8 Pembiayaan H 6.000.000.000.000,00 
9 Secondary Reserve I 600.000.000.000,00 
10 Total Investasi Rupiah J = H+I 6.600.000.000.000,00 
Sumber: PT. Bank Muamalat Indonesia Cabang Makassar 
HI-1000 dihitung dengan rumus : 
 
Jika nilai pada tabel diatas dimasukkan,maka: 
 
jadi nilai HI-1000 untuk bulan April sebesar 9,945, untuk bulan-bulan lain metode 
perhitungan yang dilakukan adalah sama seperti diatas. 
Keterangan : DPKM : Dana Pihak Ketiga Mudharabah 
DWM : Giro Wajib Minimum  
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4.3. Pembahasan 
PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk. Cabang Makassar merupakan salah 
satu bank yang berbasis syariah dimana dalam kegiataan perbankannya  
menerapkan sistem bagi hasil (revenue sharing) kepada para nasabahnya. 
Produk yang ditawarkan salah satunya adalah produk tabungan dengan 
menggunakan akad mudharabah. Pada tabungan mudharabah calon nasabah 
sebagai pemilik dana (shahibul maal) terlebih dahulu dijelaskan mengenai 
ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam akad, kemudian kedua belah pihak 
menyetujui besarnya persentase bagi hasil sesuai dengan ketentuan yang 
tertuang dalam akad dengan penuh kerelaan dan tanpa paksaan.  Produk 
tabungan mudharabah pada Bank Muamalat telah mengandung unsur-unsur 
keadilan, dan transparansi dalam bermuamalah. 
4.3.1 Transparansi Akad  
 Dalam sebuah perusahaan yang memegang nilai Good Corporate 
Governance (GCG), transparansi merupakan salah satu nilai yang wajib 
diimplementasikan. Pada perbankan syariah corporate governance sedikit 
berbeda dengan corporate governance dalam bank konvensional karena bank 
syariah mempunyai kewajiban untuk menaati seperangkat peraturan yang 
berbeda yaitu hukum syariah. 
 Dalam perspektif hukum Islam, transparan (terbuka) merupakan salah 
satu sifat dari orang-orang yang terpercaya (shidq). Shidq merupakan sebuah 
kewajiban islam (Jalaludin Rahmat, 2007). Dalam kaitanya dengan akad 
mudharabah, kaidah-kaidah yang dituangkan dalam akad harus dilandasi 
dengan kejujuran, dan tidak bisa dijalankan kecuali dengan transparansi.  
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Dalam surat Al-Qasas ayat ke-26 Allah berfirman : 
“Sesungguhnya orang yang paling baik untuk kita ambil sebagai pekerja 
adalah orang yang memiliki kemampuan dan terpercaya”.  
 
Ayat diatas menunjukkan bahwa dalam sebuah urusan kejujuran (shidq) 
merupakan hal yang terpenting dan dalam bermuamalah transparansi adalah 
suatu kewajiban dan hanya dapat dilakukan oleh orang-orang yang memiliki 
kejujuran (shidq) 
Dalam sebuah hadits, Nabi Muhammad SAW bersabda: 
“Janganlah kamu memperhatikan banyaknya shalat dan puasanya, jangan 
pula kamu perhatikan banyaknya haji dan kesalehannya. Tetapi perhatikanlah 
kejujurannya dalam menyampaikan informasi dan menjalankan amanat.” 
 
Berdasarkan hadits diatas, dapat dikatakan bahwa menjalankan 
transparansi adalah wajib. Ini berarti, dalam pandangan Islam, menghindari 
transparansi adalah kemaksiatan yang dapat menghapuskan semua pahala 
ibadah kepada Tuhan. Prinsip transparansi ini sangat dibutuhkan dan harus 
dilaksanakan oleh perbankan syariah dalam setiap operasionalnya agar tidak 
terjadi kesalahpahaman antara nasabah dengan pihak bank. 
 Salah satu bentuk transparansi pada PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk. 
Cabang Makassar adalah para calon nasabah dijelaskan mengenai akad yang 
akan digunakan dalam hal layanan atau produk yang diinginkan oleh calon 
nasabah. Besarnya persentase bagi hasil dibuat pada saat pembukaan rekening 
dengan berpedoman pada  prinsip revenue sharing. Pada PT. Bank Muamalat 
Indonesia Tbk. Cabang Makassar besarnya bagi hasil yang akan diperoleh tiap 
bulannya akan berubah-ubah tergantung pada kinerja yang dihasilkan oleh bank. 
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Nisbah harus tertera dengan jelas dan merupakan poin penting yang harus 
dituangkan dalam akad tabungan mudharabah. Pada akad tabungan 
mudharabah PT Bank Muamalat Indonesia Tbk. Cabang Makassar seperti yang 
tertuang dalam poin 5, menyebutkan bahwa: “NASABAH dan BANK sepakat 
bahwa NASABAH dapat melakukan penarikan dana setiap saat dan sepakat 
untuk berbagi hasil atas dana NASABAH yang diinvetasikan tersebut 
dengan nisbah bagi hasil sebesar ......% (.........persen) untuk NASABAH dan 
sebesar............% (.........persen) untuk BANK yang akan dihitung, didan 
dibukukan dalam 1 (satu) periode distribusi hasil usaha dengan ketentuan 
bahwa nisbah bagi hasil tersebut berlaku sampai adanya perubahan nisbah 
bagi hasil yang disepakati antara BANK dan NASABAH”. 
 
Dalam prakteknya, PT Bank Muamalat Indonesia Tbk. Cabang Makassar 
sebagai Lembaga Keuangan Syariah (LKS) pengelola modal (mudharib) 
menjelaskan kepada nasabah semua definisi, skema pembagian hasil, tingkat 
suku bunga yang mempengaruhi nilai HI-1000 dan seluruh peraturan yang 
mengikat dalam akad tabungan mudharabah. 
 
Kedua belah pihak (shahibul maal dan mudharib) kemudian akan 
menyetujui secara musyawarah mufakat besaran nilai bagi hasil sesuai yang 
dituangkan dalam akad dengan penuh kerelaan dan tanpa paksaan, semua yang 
tertuang dalam akad jelas dan tanpa ada yang ditutup-tutupi, semua tunduk 
berdasarkan peraturan pada Bank yang bersangkutan, peraturan Bank Indonesia 
serta fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) yang 
berlandaskan syariat Islam. 
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4.3.2 Perhitungan nilai HI-1000 
Pembagian nisbah pada PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk. Cabang 
Makassar berdasarkan revenue sharing. Revenue sharing merupakan 
perhitungan bagi hasil didasarkan pada total seluruh pendapatan yang diterima 
sebelum dikurangi dengan biaya-biaya yang telah dikeluarkan untuk memperoleh 
pendapatan tersebut. 
Untuk menentukan pembagian nisbah dari produk Tabungan Mudharabah 
berbeda-beda berdasarkan jenis tabungan yang dipilih oleh nasabah. Produk-
produk tabungannya diantaranya, adalah: Tabungan Muamalat Reguler, 
Tabungan E-Gold Debit, Tabungan Muamalat Prima, Tabungan Muamalat 
Wisata, Tabungan Haji Arafah Plus, Tabungan Muamalat Umroh, dengan 
menghitung HI-1000 perbulan. HI-1000 (baca: Ha-i-seribu) yakni angka yang 
menunjukkan hasil investasi yang diperoleh dari penyaluran setiap Rp. 1.000 
dana nasabah perbulannya. 
Penetapan bagi hasil pada PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk. dilakukan 
dengan terlebih dahulu mengitung HI-1000, yang kemudian HI-1000 tersebut 
akan di pajang di pintu masuk bank sehingga nasabah dapat mengetahui dan 
menghitung sendiri besaran bagi hasil yang akan diperoleh. Sebagai contoh: HI-
1000 bulan Januari 2009 adalah 9,99. Hal tersebut berarti bahwa dari setiap Rp. 
1.000,- dana nasabah yang dikelola Bank Muamalat akan menghasilkan Rp. 9,99 
(HI-1000 sebelum bagi hasil). Secara umum hal tersebut dirumuskan sebagai 
berikut : 
             Rata-Rata Dana Nasabah                    Nisbah Nasabah  
Bagi Hasil Nasabah =        X HI-1000 X  
       1000           100 
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Misalnya, seorang nasabah Pak Ahmad menabung di Bank Muamalat 
(tabungan muamalat umrah) pada bulan Agustus senilai Rp. 10.000.000,- 
dengan jangka waktu 1 tahun. Diketahui nisbah tabungan bulan 30:70. HI-1000 
untuk bulan Agustus 8,36. Maka untuk mengetahui nilai bagi hasil yang akan 
didapatkan Pak Ahmad adalah :  
                                         Rp 10.000.000,-     30 
             Bagi Hasil Nasabah =          X 8,36 X   
                                               1000                100 
   
 Bagi Hasil Nasabah = Rp. 25,080,- 
 
Jadi, bagi hasil yang diterima oleh Pak Ahmad untuk bulan Agustus adalah Rp. 
25,080,-. 
Kemudian untuk menghitung HI-1000 tersebut dibentuk komite khusus 
untuk melakukan perhitungan dengan melihat hasil kinerja PT. Bank Muamalat 
Indonesia Tbk Cabang Makassar. Pembagian persentase nisbah masing-masing 
produk tabungan berbeda-beda ini dikarenakan PT. Bank Muamalat Indonesia 
Tbk. Cabang Makassar melihat prinsip resiko dan sifat likuiditas dari produk 
tabungan tersebut. Selain itu penentuan harga suatu produk menjadi salah satu 
faktor penentuannya. 
Produk-produk syariah pada PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk. Cabang 
Makassar ada beberapa, diantaranya adalah: giro, tabungan, dan deposito, dari 
ketiga produk tersebut yang paling tinggi bagi hasilnya adalah deposito 
dikarenakan deposito memiliki tingkat likuiditas yang rendah dibandingkan 
dengan giro dan tabungan, dimana nasabah mendepositokan dananya dengan 
jangka waktu yang telah ditentukan, sehingga bank untuk sementara waktu 
memiliki wewenang sebagai pengelola dana tersebut serta bisa menyalurkannya 
kembali melalui pembiayan, dan lain-lain. Sedangkan giro dan tabungan memiliki 
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tingkat likuiditas yang tinggi dimana para nasabah bisa kapan saja mengambil 
dananya di bank tanpa jangka waktu yang ditentukan, maka resiko yang 
ditanggung oleh bank untuk mengembalikan dana yang disimpan tersebut lebih 
besar, sehingga persentase nisbahnya lebih rendah dibandingkan dengan 
deposito. 
 
Dalam kaidah fiqh muamalah dikatakan bahwa “al ghurmu bil al ghunmi”, 
resiko itu menyertai manfaat, ialah bahwa seseorang yang memanfaatkan 
sesuatu harus menanggung resiko. Sedangkan menurut Umar Abdullah al-Kamil, 
makna yang tersirat dari kaidah ini adalah bahwa barang siapa yang 
memperoleh manfaat dari sesuatu yang dimanfaatkannya maka ia harus 
bertanggung jawab atas dhohor atau ghurmu serta dhoman yang akan terjadi. 
 
Aisyah RA meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda : “al khoraju 
bidzomaan” yang “artinya hak memperoleh keuntungan (pendapatan/manfaat) 
adalah imbalan dari liabilitas (kesedian menanggung kerugian)” (HR. Abu Dawud 
no.3044, At-Tirmidzi no. 1206, An-Nasa’l no. 4414, Ibnu Majah no.2234, Ahmad 
no. 24806). Hadits ini menunjukkan bahwa apa-apa yang keluar (kharaj) dari 
sesuatu barang yang telah dibeli adalah hak bagi pihak pembeli (bukan hak 
penjual). Hal ini dikarenakan pembeli itulah yang bersedia menanggung kerugian 
(dhoman), misalnya resiko kerusakan/cacat/hilang dari barang tersebut. 
 
Dengan prinsip bagi hasil, antara pemilik dana (shahibul maal) dengan 
pengelola (mudharib)  akan merasa puas karena hasil yang diterima masing-
masing sesuai dengan kontribusi yang diberikan dan tingkat resiko yang 
ditanggung. Nasabah memiliki dana, PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk. Cabang 
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Makassar memiliki keahlian mengelola dana tersebut menjadi keuntungan. 
Kemanfaatan lain adalah berupa adanya keadilan yang diterima oleh masing-
masing pihak yaitu bahwa nasabah akan menerima pembagian hasil usaha yang 
lebih besar ketika pendapatan bank mengalami peningkatan. Prinsip keuangan 
Islam di bangun atas dasar larangan riba, larangan gharar, tuntunan bisnis halal, 
resiko bisnis ditanggung bersama, dan transaksi ekonomi berlandaskan pada 
pertimbangan memenuhi rasa keadilan (Alsadek, 2006:3). 
Unsur-unsur keadilan dalam sistem bagi hasil tabungan mudharabah pada 
PT. Bank Mauamalat Indonesia Tbk. Cabang Makassar sudah mencakup nilai 
keadilan dalam Islam, dalam buku Baidhawy (2007:110) Keadilan dibagi menjadi 
dua lingkup, yakni: pertama, keadilan kuantitatif yang berhubungan dengan 
segala hal yang dapat diukur secara inderawi seperti timbangan, takaran, 
ukuran, dan distribusi barang dan jasa; dan kedua, keadilan kualitatif sebagai 
pola yang dipergunakan untuk mendesain pembagian hak-hak dan kewajiban-
kewajiban, hukum, undang-undang, dan kepemilikan.  
Pertama, keadilan kuantitatif yang berhubungan dengan inderawi yaitu 
Bank Muamalat sudah mencakup ukuran bagi hasil yang seimbang dimana, bagi 
hasil ditentukan berdasarkan revenue sharing yaitu perhitungan yang didasarkan 
pada total seluruh pendapatan yang dterima sebelum dikurangi dengan biaya-
biaya yang telah dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan tersebut. Pada 
Bank Muamalat tidak menghitung bunga (riba) seperti pada bank konvensional, 
akan tetapi Bank Mumalat menghitung nilai HI-1000 yakni angka yang 
menunjukkan hasil investasi yang diperoleh dari penyaluran setiap Rp. 1.000 
dana hasabah. Hal ini sejalan dengan perintah Allah terhadap larangan riba 
dalam Surah Al-Baqarah ayat 276: 
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“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan 
berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat 
keberuntungan. Dan, peliharalah dirimu dari api neraka yang disediakan bagi 
orang-orang yang kafir”.   
 
Ayat di atas menjelaskan larangan kepada umat muslim untuk memungut riba. 
Dalam buku Konsepsi Ekonomi Ibnu Taimiyah oleh Islahi (1997:161) menyatakan 
bahwa bunga atau riba dllarang karena menyengsarakan orang yang 
membutuhkan dan memperoleh sejumlah milik dengan cara yang salah. Oleh 
karena itu riba atau bunga sangat dilarang dalam ajaran agama Islam. 
Kedua, keadilan kualitatif, dimana Bank Muamalat memiliki fungsi sebagai 
bank syariah yang menghimpun dan menyalurkan dana kepada masyarakat di 
bawah wewenang Bank Indonesia, maka sudah seharusnya Bank Muamalat 
meiliki hak dan kewajiban untuk mengatur pola transaksi keuangan seperti 
perhitungan HI-1000 dengan melihat hasil kinerja Bank Muamalat perbulan, 
menetapkan pembagian persentase bagi hasil berdasarkan tingkat likuiditas dan 
resiko dari produk syariah, dan lain-lain. 
 Unsur keadilan lainnya menurut (Muthahari, 2009:60) unsur persamaan 
atau  non diskriminasi, dalam hal ini Bank Muamalat mengedepankan nilai 
kemitraan untuk para nasabahnya terutama bagi nasabah yang akan meminjam 
dana pada Bank Muamalat. Bank Muamalat tidak membedakan antara si kaya 
dan si miskin atau antara nasabah yang sudah lama dikenal atau tidak, tetapi 
berdasarkan objektifitas dari nasabah yang akan meminjam dana. Selain itu 
Bank Muamalat pula akan membantu nasabah dalam hal pengembalian dana 
apabila nasabah mengalami kesulitan dalam hal pengembalian misalnya dengan 
beberapa tindakan seperti:  reschedule – perubahan tanggal jatuh tempo 
pembayaran, restructuring – perubahan saldo pembiayaan dari akad yang 
disepakati di awal, bantuan manajemen, atau pilihan terakhir pengembalian 
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paksa aset. Hal ini sejalan dengan perintah Allah dalam surah Al-Maidah ayat 8, 
yaitu: 
“Hai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu jadi orang-orang yang 
selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. 
Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong 
kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat 
kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha 
Mengetahui apa yang kamu kerjakan”. 
 
Ayat di atas menjelaskan bahwa umat muslim diperintahakan untuk selalu 
menegakkan keadilan karena Allah, dan juga untuk tidak membenci serta tidak 
membedakan antar satu kaum dengan kaumnya lainnya. 
Terhadap persepsi yang menganggap sistem bagi hasil pada bank 
syariah yang ternyata nisbah bagi hasilnya lebih banyak bila dibandingkan 
dengan sistem bunga pada bank konvensional adalah suatu persepsi yang 
keliru, karena pada bank syariah memiliki perhitungan yang bersifat pasti. 
Apabila besarnya laba dihitung besar, maka bagi hasilnya pun juga besar dan hal 
ini tidak mempengaruhi pendapatan peminjam modal, karena untung yang 
didapatkannya juga besar. Ini berarti keuntungan dan atau kerugian yang 
mungkin timbul dari kegiatan ekonomi / bisnis ditanggung bersama-sama. Dalam 
pembagian nisbah bagi hasil tidak terdapat suatu fixed and certain return 
sebagaimana bunga, tetapi dilakukan profit and loss sharing berdasarkan 
produktifitas nyata dari produk tersebut (Karim, 2001:57). 
Dengan berlandaskan kerangka teori fiqh mu‟amalah (syariah) maka 
dapat dinyatakan, bahwa sistem bunga masuk dalam kategori ruang lingkup 
ketidakpastian (gharar). Secara operasional perbedaan bunga dan nisbah bagi 
hasil dapat dijabarkan melalui kerangka penjelasan gambar 1 berikut ini. 
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Ket: PBHS : Penentuan Bagi Hasil Shahibul maal 
 PBHM : Penentuan Bagi Hasil Mudharib 
S : Supply (Penawaran modal) 
 D : Demand (Permintaan modal) 
Gambar 4.3. Kurva Penentuan Bagi Hasil dalam Skema Mudharabah  
(Sumber: Anto, 2003) 
 
Kurva S menunjukkan kurva penawaran modal dari para shahibul maal 
atau productivity adjusted demand. Sementara D adalah kurva permintaan modal 
dari para mudharib atau scarcity adjusted demand. Istilah productivity adjusted 
demand digunakan karena basis dari permintaan modal dari para mudharib 
adalah produktifitas/kewirausahaannya. Sementara itu pertimbangan adanya 
keterbatasan dalam penyediaan modal mendorong digunakannya istilah scarcity 
adjusted demand. 
Sumbu horisontal bawah menunjukkan porsi permodalan dari shahibul 
maal. Sedangkan sumbu horisontal atas menunjukkan porsi kontribusi 
kewirausahaan dari mudharib. Sumbu vertikal sebelah kiri menunjukkan nisbah 
bagi hasil yang diterima oleh shahibul maal. Sedangkan sumbu sebelah kanan 
S 
D 
100% 
40% 
PBHS 
 
PBHM 
 
60% 
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menunjukkan nisbah yang diterima oleh mudharib. Kurva penawaran S memiliki 
lereng positif, yang berarti semakin tinggi porsi bagi hasil yang diterima oleh 
shahibul maal, maka akan semakin meningkat kesediaannya untuk  menawarkan 
modal. Di sisi sebaliknya, kenaikan porsi bagi hasil yang diterima oleh shahibul 
maal ini berarti menurunnya porsi yang diterima oleh mudharib. Karenanya kurva 
permintaan D berlereng negatif, yang berarti meningkatnya porsi bagi hasil yang 
diterima shahibul maal berdampak mengurangi permintaan modal dari para 
mudharib. Tingkat nisbah bagi hasil yang terjadi dihasilkan dari perpotongan 
kurva penawaran S dan permintaan D. Dalam gambar 1 di atas perpotongan ini 
menghasilkan nisbah bagi hasil 40 : 60, yaitu 40 persen untuk shahibul maal dan 
60 persen untuk mudharib. Analisis seperti ini akan berlaku dalam kasus terdapat 
keuntungan (positive return) dari kerjasama tersebut. Dalam kasus terjadi 
kerugian (negative return), maka shahibul maal akan menanggung seluruh 
kerugian permodalan, sedangkan mudharib tidak mendapat bagian pendapatan 
apapun. Mudharib menanggung kerugian tenaga, pikiran, dan manajemen yang 
telah dicurahkan untuk menjalankan kegiatan bisnis. Dalam kasus tidak terdapat 
keuntungan dan kerugian (zero return), maka tidak ada pembagian apapun di 
antara keduanya. Dengan demikian, dalam mudharabah harga modal (price of 
capital) akan ditentukan bersama- sama dengan harga dari kewirausahaan (price 
enterpreneurship). 
 
4.3.3 Keberhasilan Sistem Bagi Hasil dalam Bidang Perbankan 
 Keadilan adalah sebuah istilah yang luas (comprehensive) dalam Islam dan 
mencakup semua aspek interaksi manusia, tanpa memandang apakah hal itu 
berkaitan dengan keluarga, masyarakat, ekonomi, atau negara, dan tanpa 
memandang apakah obyeknya adalah umat manusia, binatang, serangga atau 
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lingkungan. Hal ini memiliki implikasi yang luas, dan yang paling penting dari hal 
ini adalah bahwa sumber daya yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta‟lalla 
kepada umat manusia adalah sebuah kepercayaan (amanat) dan harus 
dimanfaatkan dengan cara sedemikian rupa sehingga kesejahteraan semua 
orang tercapai, tanpa memandang apakah mereka kaya atau miskin, tinggi atau 
rendah, pria atau wanita, dan muslim atau non muslim. 
 Keadilan wajib diterapkan dalam segala aspek kehidupan tidak terkecuali 
dalam bidang Ekonomi, khususnya dalam bidang perbankan, di mana keadilan 
bagi seluruh pihak yang ambil andil di dalamnya harus dibagi rata. Sejalan 
dengan ini kita bisa melihat bahwa sektor perbankan konvensional memiliki  tiga 
fungsi utama yaitu; menghimpun dana dari masyarakat sebagai penyadia dana, 
menyalurkan dana kepada masyarakat sebagai pengguna dana, dan 
memberikan jasa. 
Seiring dengan fungsi tersebut, sebagian kalangan masyarakat 
memandang bahwa dengan sistem perbankan konvensional ada hal-hal yang 
tidak sesuai dengan keyakinan masyarakat Indonesia yang mayoritas beragama 
Islam khususnya yang menolak adanya penetapan imbalan dan penetapan 
beban yang dikenal dengan “bunga”. Praktek bunga yang diterapkan pada bank 
konvensional ternyata bisa merugikan, baik bagi pihak bank sendiri maupun 
pihak nasabah. Melihat hal itu muncullah sistem perbankan syariah yang mulai 
banyak dikenal sampai saat ini. 
Bank syariah yang berdasarkan pada al-mudharabah adalah bank yang 
berfungsi sebagai mitra, baik dengan penabung, dan pengusaha yang meminjam 
dana. Dengan penabung, bank akan bertindak sebagai pengelola (mudharib), 
sedangkan penabung bertindak sebagai pemilik dana (shahibul  maal). Antara 
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keduanya diadakan akad mudharabah, dan pada akhirnya akan melakukan 
sistem bagi hasil. 
 Salah satu ukuran keberhasilan penerapan sistem bagi hasil adalah 
apabila masyarakat sudah sepenuhnya menerima sistem tersebut dengan 
senang hati, tidak merasa dirugikan, adil dalam pembagian bagi hasil dan 
tentunya tidak bertentangan dengan Al-Qur’an dan Al-hadis. Bank syariah 
berdasarkan pada prinsip profit and loss sharing (bagi untung dan bagi rugi). 
Bank syariah tidak membebankan bunga, melainkan mengajak partisipasi dalam 
bidang usaha yang didanai. Para deposan juga sama-sama mendapat bagian 
dari keuntungan bank sesuai dengan rasio yang telah ditetapkan sebelumnya. 
Dengan demikian ada kemitraan antara bank syariah dengan para deposan di 
satu pihak dan antara bank dengan para nasabah investasi sebagai pengelola 
sumber dana para deposan dalam berbagai usaha produktif di pihak lain. 
Dalam prinsip syariah selain asas kebersamaan yang dikedepankan, 
asas keadilan juga ditegakkan. Dalam hal ini adalah sistem bagi hasil, 
transparansi dana, serta dilarangnya bunga (riba) karena poin penting antarpihak 
telah ditentukan sebelum lahirnya kesepakatan yang tidak bertentangan dengan 
syariat islam. 
Mudharabah di dunia bank syariah merupakan karakteristik umum dan 
landasan dasar bagi operasional bank Islam secara keseluruhan. Aplikasi 
mudharabah pada bank syariah cukup kompleks, namun secara global dapat 
diklasifikasikan menjadi dua, yaitu: akad mudharabah antara nasabah penabung 
dengan bank, dan akad mudharabah antara bank dengan nasabah peminjam. 
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BAB V 
PENUTUP 
 
5.1 Kesimpulan 
Berdasarkan hasil penelitian yang dikemukakan sebelumnya, penulis 
menarik kesimpulan bahwa. 
Pertama, Tabungan Mudharabah merupakan salah satu  produk tabungan yang 
terdapat pada PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk. Cabang Makassar yang  
sistem bagi hasilnya berdasarkan  prinsip revenue sharing. Prinsip revenue 
sharing   didasarkan pada total seluruh pendapatan yang diterima sebelum 
dikurangi dengan biaya-biaya yang telah dikeluarkan untuk memperoleh 
pendapatan tersebut. Penentuan besarnya bagi hasil (nisbah)  disepakati pada 
awal akad antara pihak nasabah/shahibul maal dengan pengelola/mudharib 
(bank). 
Kedua, Perhitungan bagi hasil tabungan didasarkan pada perhitungan HI-1000, 
yaitu angka yang menunjukkan hasil investasi yang diperoleh dari penyaluran 
setiap Rp. 1.000 dana nasabah ditunjukkan melalui sistem bagi hasil (revenue 
sharing). HI-1000 merupakan hasil kinerja Bank Muamalat per bulan yang akan 
dibagikan diantara para nasabah. Untuk menghitung HI-1000 tersebut dibentuk 
komite khusus oleh bank dengan melihat hasil kinerja Bank Muamalat, HI-1000 
tersebut akan di pajang di pintu masuk bank sehingga nasabah dapat 
mengetahui dan menghitung sendiri besaran bagi hasil yang akan diperoleh 
setiap bulannya. 
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Ketiga, besarnya persentase bagi hasil Tabungan Mudharabah PT. Bank 
Muamalat Indonesia Tbk. Cabang Makassar didasarkan pada tingkat likuiditas 
dan tingkat resiko yang nilainya bervariasi  sesuai dengan produk syariah yang 
dipilih oleh calon nasabah. Contohnya produk giro, tabungan dan deposito. 
Produk deposito memiliki presentase nisbah yang lebih besar dengan nilai 
likuiditas yang rendah dikarenakan nasabah mendepositokan dananya dengan 
jangka waktu yang telah ditentukan (bersifat mengikat),  oleh karena itu bank 
untuk sementara waktu memiliki wewenang sebagai pengelola dana tersebut, 
serta bisa menyalurkannya kembali melalui pembiayan, dan lain-lain. Sedangkan 
giro dan tabungan memiliki presentase nisbah yang lebih kecil dengan nilai 
likuiditas yang tinggi dikarenakan para nasabah bisa kapan saja mengambil 
dananya di bank tanpa jangka waktu tertentu (bersifat tidak mengikat), maka 
resiko yang ditanggung oleh bank untuk mengembalikan dana yang disimpan 
tersebut lebih besar.  Hal ini merupakan tindakan yang adil dimana bank sebagai 
mudharib memilki hak dan tanggung jawab yang besar kepada shahibul maal 
dalam mengembalikan dana para nasabahnya. 
 
5.2 Saran 
Berdasarkan penelitian mengenai “Penerapan Konsep Keadilan Terhadap 
Pelaksanaan Sistem Bagi Hasil Tabungan Mudharabah (Studi Pada PT. Bank 
Muamalat Indonesia Tbk. Cabang Makassar)”, maka peneliti menyarankan 
kepada Bank Muamalat untuk lebih transparan dalam memberikan informasi 
perhitungan HI-1000, bukan hanya dipajang di pintu masuk bank namun di setiap 
mesin ATM harus diinformasikan pula HI-1000, dikarenakan HI-1000 berbeda-
beda tiap bulannya maka harus pula ada informasi terbaru yang bisa didapatkan 
oleh para nasabah. Selain itu kemudahan dalam bertransaksi harus lebih 
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diutamakan oleh Bank Muamalat, dikarenakan Bank Muamalat masih memiliki 
kantor cabang yang tidak terlalu banyak, dan juga kemudahan seperti layanan 
mesin ATM dan debit muamalat, karena dilihat pada saat sekarang banyak 
nasabah yang tidak memegang uang tunai (cash) sehingga banyak yang 
memerlukan masin ATM yang tersedia di tempat-tempat terjangkau. 
Transparansi dalam setiap proses transaksi pada PT Bank Muamalat 
Indonesia Tbk. Cabang Makassar juga harus diperhatikan dan ditingkatkan, 
misalnya pada proses akad mudharabah, nasabah tidak hanya dijelaskan secara 
lisan namun diberikan sebuah buku pedoman khusus yang bisa dijadikan 
pegangan yang berisi mengenai info mengenai  peraturan, keuntungan, resiko 
dan lainnya yang berkaitan dengan akad mudharabah. Pihak Bank juga dapat 
memberikan info bulanan mengenai perkembangan nilai HI-1000,  serta model 
usaha yang dijalankan dalam skema pembiayaan mudharabah, karena keadilan 
kualitatif nasabah untuk memperoleh seluruh informasi harus dipenuhi oleh Bank 
sebagai mitra dalam bermuamalah. 
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